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P U T U S A N 

                  Nomor  11 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 

IA yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat 

pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai 

berikut dalam perkara ; 

Nama lengkap   : HENDRI SUSANTO Bin Nasim (alm); 

Tempat Lahir   : Tanjung Kemuning; 

Umur/Tgl Lahir   : 39 Tahun/ 10 Oktober 1980; 

Jenis Kelamin   : Laki-laki; 

Kebangsaan   : Indonesia; 

Tempat Tinggal     : Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung 

       Kemuning Kabupaten Kaur ; 

Agama    : Islam; 

Pekerjaan         : Kepala Desa Tanjung Kemuning II. 

 

Terdakwa Hendri Susanto Bin Nasim  (alm) ditahan dalam tahanan Rutan 

oleh : 

1. Penyidik  sejak Tanggal 09 Desember  2019 sampai dengan tanggal 28 

Desember 2019. 

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 

2019 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020. 

3. Penutut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 

Februari 2020. 

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Kelas I A Bengkulu sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 

05 Maret 2020. 

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A 

Bengkulu sejak tanggal 6 Maret  2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020. 

 

Bahwa Terdakwa tersebut di atas didampingi oleh ; 

1. Hendri Awansyah, SH. 

2. Andri Yusudarso, SH. 

3. M. Amirul Riansah,SH., MH. 

4. Parlindungan Simangunsung,SH. 

Adalah Advokat pada HENDRI AWANSYAH, SH. & Partners LAW FIRM yang 
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beralamat di JaLan Kapuas NO. 5 A RT 3 RW 1 Kel Lingkar Barat Kota 

Bengkulu. Khusus  atas nama Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa berhak untuk 

mendampingi, membela hak-hak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam 

Perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Bahwa Surat Kuasa tersebut telah 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu dibawah 

Nomor Register : 49/SK/II/2020/PN Bgl pada hari Kamis tanggal 20 Februari 

2020. 

       Bahwa terdakwa Hendri Susanto atas kemauannya sendiri pada acara 

pembacaan surat Tuntutan pada tanggal 31 Maret 2020 telah mencabut Surat 

Kuasa Khusus tersebut diatas.        

Pengadilan TIPIKOR tersebut : 

Telah membaca ; 

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 

Negeri Klas IA Bengkulu Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl tanggal 05 

Februari 2020 tentang penetapan  Majelis Hakim. 

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri KLAS IA Bengkulu  Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN 

Bgl Tanggal 05 Februari 2020  tentang penetapan hari sidang. 

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan 

- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum 

- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari penasihat hukum terdakwa 

dan pendapat dari penuntut umum. 

- Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; 

- Setelah mendengar Pembelaan terdakwa dan penasihat Hukum terdakwa , 

Reflik dan Duplik.  

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Selesai 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 Ayat (1) huruf a, selanjutnya Penuntut 

Umum tanggal 04 Desember 2019 mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada 

pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan  agar terhadap perkara ini 

dijatuhkan putusan sebagai berikut ; 

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi  sebagaimana yang penuntut umum dakwakan dalam dakwaan 
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KESATU Primair. 

2. Menyatakan  terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 

3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi  sebagaimana yang penuntut umum dakwakan dalam dakwaan 

KESATU Subsidiair.  

3. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa HENDRI SUSANTO Bin 

NASIN (Alm), selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dikurangi  

seluruhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan 

terdakwa untuk tetap berada dalam  tahanan. 

4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa HENDRI SUSANTO Bin 

NASIN (Alm) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah apabila tidak 

dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama  3 (tiga) bulan. 

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti 

sebesar Rp 162.071.000 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Satu 

Ribu Rupiah) dikurangkan  uang titipan yang dilakukan oleh terdakwa 

sebesar  Rp 162.071.000 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Satu 

Ribu Rupiah)  yang dititipan pada saat tahap Persidangan/Penuntutan, 

maka menurut kami penuntut umum, uang tersebut pantas untuk dijadikan 

uang pengganti untuk terdakwa dengan cara uang  titipan tersebut di 

konversikan sebagai uang pengganti terdakwa dan dirampas untuk Negara 

cq APBDes Desa Tanjung Kemuning II  

6. Menyatakan  Barang bukti  : 

1. 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) 

Tahun Anggaran 2016 

2. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 

2016 

3. 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan 

(APBDes-P) Desa Tanjung Kemuning II 

4. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) 

Tahap 1 (60%) Tahun anggaran 2016 
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5. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) 

Tahap 2 (40%) Tahun anggaran 2016 

6. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I (60%) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

7. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II (40%) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

8. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester 

akhir tahun 

9. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 

10. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) 

Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 Desa Tanjung Kemuning II 

Tahun Anggaran 2016 

11. 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

12. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 Desa Tanjung Kemuning II 

Tahun Anggaran 2016 

13. 1 (satu) Bundel Revisi Dokumen Desain & RAB Desa Tanjung 

Kemuning II Tahun 2016 

14. 1 (satu) Bundel Berita acara serah terima penyelesaian hasil kegiatan 

15. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penutupan Kas Umum tertanggal 31 

Desember 2016  

16. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penutupan Kas Umum tertanggal 24 

Oktober 2016 

17. 1 (satu) Bundel Revisi Dokumen Desain dan RAB Desa Tanjung 

Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 

2016  

18. 1 (satu) Bundel RAB Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) 

Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Tahun Anggaran 2016 

19. 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa (LPPD) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

20. 1 (satu) Bundel Usulan Pencairan Tahap 1 (60%) Alokasi Dana Desa 

(ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Dana Desa (DD) 

Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten 

Kaur. 
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Nomor  01 sampai dengan nomor 20  dikembalikan ke Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kaur. 

7. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- 

(sepuluh  ribu) Rupiah. 

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut 

terdakwa Hendri Susanto Bin Nasim (alm) pada tanggal 31 Maret 2020 telah 

mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi)  secara lisan yang pada intinya 

meminta  kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini mohon berkenan memberikan putusan seringan-ringannya dengan 

alasan sebagai berikut : 

1. Bahwa saya sebagai seorang ayah merupakan tulang punggung 

keluarga 

2. Bahwa anak saya masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan kasih 

sayang seorang ayah. 

3. Bahwa atas perbuatan saya yang telah merugikan keuangan negara 

telah saya kembalikan semuanya sebesar Rp 162.071.000,. (seratus 

enam puluh dua jjuta tujuh puluh satu ribu rupiah). 

4. Bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan saya. 

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pleidooi) terdakwa , 

Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) secara lisan  pada 

tanggal 31 Maret 2020 yang intinya ; Tetap pada Mohon kepada Majelis Hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan :Surat Tuntutan 

(Requisiior) kami yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari selasa  

Tanggal31 Maret 2020. 

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan 

Surat Dakwaan Nomor  Reg. Perkara : PDS-01 /BTH//01/2020 

KESATU : 

Primair : 

Bahwa terdakwa HENDRI SUSANTO Bin NASIN (Alm)  selaku Kepala 

Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur 

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-734 tahun 

2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan 

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur 

Tahun 2013, yang karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji 

sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan 

Peraturan Bupati Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa, 

Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Rukun Tetangga Dalam 
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Wilayah Kabupaten Kaur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) 

huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan 

Pegawai Negeri, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan hari 

Selasa  tanggal 22 November 2016 atau pada waktu tertentu antara bulan Juni 

sampai dengan bulan November 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu 

tertentu pada tahun 2016, bertempat di kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan 

yang terletak di Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kabupaten Kaur serta rumah terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Kemuning 

II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur  atau setidak-tidaknya pada 

suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya 

berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan secara 

melawan hukum dalam menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 

2018 di Desa Tanjung Kemuning II  Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kabupaten Kaur, sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian Negara sebesar Rp. 162.071.000,- (seratus enam puluh dua 

juta tujuh puluh satu ribu rupiah)  atau setidak-tidaknya sekitar jumlah 

tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan 

Perhitungan Kerugian Negara  oleh Inspektorat Daerah Kaur 

Nomor :700/53.a/LHP/ID/KK/2019 tanggal 28 November 2019, yang dilakukan 

dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : 

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Kaur Nomor : 04 Tahun 2016 

Tentang tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Dan 

Alokasi Dana Desa Kabupaten Kaur, Desa Tanjung Kemuning II menerima 

Dana Desa Tahun 2016 sebesar Rp.594.551.000,-(Lima Ratus Sembilan 

Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) 

- Bahwa sesuai Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA 2016 

Dana Desa (DD) tersebut dipergunakan antara lain : 

1) Pembangunan Rabat Beton 4 x 300 m sebesar Rp.243.370.000,-(Dua 

Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah),  

2) Pembuatan TPT/Talud sepanjang 44 meter  Rp.38.160.000,-(Tiga Puluh 

Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah). 
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3) Pembuatan Jembatan beton sebesar Rp.75.433.000,-(Tujuh Puluh Lima 

Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)  

4) Pembangunan Siring Pasang Panjang 534 m sebesar Rp.207.502.000.- 

(Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah) 

- Bahwa pada bulan Januari 2016 terdakwa telah menunjuk saksi Daksa Bin 

Sugi sebagai Bendahara Desa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 

188.4/TK/TK/2016 dan berdasarkan musyawarah desa pada pertengahan 

Tahun 2016 yang dihadiri oleh Masyarakat desa dan Anggota Badan 

Musyawarah desa terdakwa telah menunjuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 

yakni saksi Justarman selaku ketua, saksi Okto Sohari, Saksi Aziztra dan 

Saksi Imli 

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 terdakwa bersama-sama saksi Daksa 

selaku Bendahara Desa dan Saksi Gusti Mamoda selaku Sekretaris desa 

telah mencairkan uang Dana Desa tahap pertama 60 % sebesar 

Rp.355.215.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Belas 

Ribu Rupiah) di Kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan nomor 

rekening Bank Bengkulu 3020201162979 an Desa Tanjung Kemuning II, 

kemudian uang tahap pertama 60 % dibawa pulang dan uang tersebut 

kemudian dipegang oleh terdakwa  Hendri susanto selama 

pelaksanaan kegiatan. 

- Bahwa pada tanggal 28 November 2016 terdakwa bersama-sama bersama-

sama saksi Daksa selaku Bendahara Desa dan Saksi Gusti Mamoda selaku 

Sekretaris desa telah mencairkan uang Dana Desa Tahap II 40 % sebesar 

Rp.239.336.000,-(Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga 

Puluh Enam Ribu Rupiah) di Kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan 

dengan nomor rekening Bank Bengkulu 3020201162979 an Desa Tanjung 

Kemuning II, kemudian setelah uang tersebut cair terdakwa mengambilnya 

dan menyimpan uang tersebut selama kegiatan. 

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya terdakwa tidak melibatkan Tim 

Pengelola Kegiatan (TPK) dan menunjuk saksi Hermawan untuk 

memborong pekerjaan Rabat beton sebesar Rp.40.000.000,-(Empat Puluh 

Juta) dan pekerjaan siring pasang sebesar Rp.40.000.000,-(Empat Puluh 

Juta) dan terdakwa juga menyimpan dan mengelola sendiri uang dana desa 

tersebut dan kemudian membuat surat pertanggungjawaban seolah-olah 

pekerjaan dilakukan secara swakelola. 
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- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan dana desa terdakwa telah 

membelanjakan sendiri material-material pembangunan di toko milik saksi 

Febro dan menyuruh saksi Hermawan untuk memborongkan pekerjaan 

Rabat Beton dan Siring Pasang sehingga terdapat selisih sebagai berikut : 

 

No Uraian Jumlah 

a. Selisih belanja 

Pembangunan Rabat Beton 

meliputi Material Semen, 

koral bersih, pasir sungai, 

Kayu dolken, kayu papan 

2/20 kelas IV, minyak 

pelumas, paku 2-5, solar, 

dan upah tenaga 

Rp 69.700.000 

b. Selisih belanja 

Pembangunan Jembatan 

Beton dengan ukuran 

4x4x0,20 m  meliputi 

Material Besi dengan 

berbagai ukuran, cat minyak, 

kawat beton, kayu dolken, 

kayu kelas IV kasau 5/7, 

kayu kelas IV papan 2/20, 

paku 2”-5”, pasir , semen, 

batu split 2/3, pipa calvanis 

dan upah tenaga  

Rp 8.417.000 

c. Selisih belanja 

Pembangunan Siring Pasang 

dengan Panjang 527 m 

meliputi, semen, pasir, air 

kerja dan upah tenaga 

Rp 65.472.500 

d. Selisih Belanja Talud 

Penahan Tanah (TPT) 

sepanjang 44 m meliputi 

pasir pasang, tanah urug, 

semen, air kerja 

Rp 5.717.500 

E Selisih Belanja Pegawai dan 

Belanja barang dan jasa 

peralatan kerja meliputi 

ember, benang, sekop, 

gerobak dorong, kunci 

pembengkok besi, kuas 

ukuran 2 inchi,gergaji besi, 

Rp 12.764.000 
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selang water pas, sendok 

semen, cangkul buaya asli, 

meteran, mata gergaji, paku 

kecil, prasasti, drum bekas, 

sewa molen, honorarium 

TPK 

f. Jumlah Kerugian Keuangan 

Negara (a+b+c+d+e) 

Rp 162.071.000 

 

- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Daksa Bin Sugi untuk 

melengkapi Surat Pertanggungjawaban dengan memberikan cap toko Sinar 

handayani dan Kuari Sinar Kinal milik saksi Nexon serta biaya BBM, 

kemudian saksi Daksa Bin Sugi memalsukan tandatangan Saksi Febro, 

saksi Nekson dan saksi Herdian. 

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang 

perbendaharaan negara pada Pasal 16 ayat 4 dijelaskan bahwa 

penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat  

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 

Negara/daerah adalah hak Negara/Daerah. 

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penutupan Kas Umum Desa Tanjung 

Kemuning II per Tanggal 31 Desember 2016 Sisa Anggaran Desa Tanjung 

Kemuning II Rp.0..(Nol Rupiah)..dan saldo di Bank sebesar 

Rp.103.185.87.(Seratus Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Koma 

Delapan Puluh Tujuh Rupiah). 

- Bahwa perbuatan terdakwa memborongkan dan membelanjakan sendiri 

uang Dana Desa tersebut yang seharusnya dikerjakan secara swakelola, 

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 

antara lain : 

Pasal 7 huruf f : “Pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip 

akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait 

pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan”. 

Pasal 12 Ayat 1 : “Swakelola merupakan kegiatan pengadaan 

Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau 

diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan”. 

Ayat 2 : “Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, 

pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung 

jawaban hasil pekerjaan”.   
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- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit 

Perhitungan Kerugian Negara  oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur 

Nomor :700/53.a/LHP/ID/KK/2019 Tanggal 28 November 2019 telah 

menimbulkan kerugian keuangan negara cq APBDes Desa Tanjung 

Kemuning II sebesar Rp 162.071.000 (Seratus Enam Puluh Dua Juta 

Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . 

Kesatu 

Subsidiair : 

Bahwa terdakwa HENDRI SUSANTO Bin NASIN (Alm)  selaku Kepala 

Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur 

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-734 tahun 

2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan 

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur 

Tahun 2013, yang karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji 

sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan 

Peraturan Bupati Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa, 

Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Rukun Tetangga Dalam 

Wilayah Kabupaten Kaur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) 

huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan 

Pegawai Negeri, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan hari 

Selasa  tanggal 22 November 2016 atau pada waktu tertentu antara bulan Juni 

sampai dengan bulan November 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu 

tertentu pada tahun 2016, bertempat di kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan 

yang terletak di Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kabupaten Kaur serta rumah terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Kemuning 

II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur  atau setidak-tidaknya pada 

suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya 

berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri 
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sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan 

atau kedudukan yaitu telah memborongkan/mengerjakan sendiri berupa 

Rabat Beton, siring pasang serta tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan 

(TPK) dan Bendahara Pengeluaran yang dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 162.071.000,- (seratus 

enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah)  atau setidak-tidaknya 

sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil 

Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara  oleh Inspektorat Daerah Kaur 

Nomor :700/53.a/LHP/ID/KK/2019 tanggal 28 November 2019, yang dilakukan 

dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : 

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Kaur Nomor : 04 Tahun 2016 

Tentang tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Dan 

Alokasi Dana Desa Kabupaten Kaur, Desa Tanjung Kemuning II menerima 

Dana Desa Tahun 2016 sebesar Rp.594.551.000,-(Lima Ratus Sembilan 

Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) 

- Bahwa sesuai Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA 2016 

Dana Desa (DD) tersebut dipergunakan antara lain : 

1) Pembangunan Rabat Beton 4 x 300 m sebesar Rp.243.370.000,-(Dua 

Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah),  

2) Pembuatan TPT/Talud sepanjang 44 meter  Rp.38.160.000,-(Tiga Puluh 

Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah). 

3) Pembuatan Jembatan beton sebesar Rp.75.433.000,-(Tujuh Puluh Lima 

Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)  

4) Pembangunan Siring Pasang Panjang 534 m sebesar Rp.207.502.000.- 

(Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah) 

- Bahwa pada bulan Januari terdakwa telah menunjuk saksi Daksa Bin Sugi 

sebagai Bendahara Desa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 

188.4/TK/TK/2016 dan berdasarkan musyawarah desa pada pertengahan 

Tahun 2016 yang dihadiri oleh Masyarakat desa dan Anggota Badan 

Musyawarah desa terdakwa telah menunjuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 

yakni saksi Justarman selaku ketua, saksi Okto Sohari, Saksi Aziztra dan 

Saksi Imli 

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 terdakwa bersama-sama saksi Daksa 

selaku Bendahara Desa dan Saksi Gusti Mamoda selaku Sekretaris desa 

telah mencairkan uang Dana Desa tahap pertama 60 % sebesar 
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Rp.355.215.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Belas 

Ribu Rupiah) di Kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan nomor 

rekening Bank Bengkulu 3020201162979 an Desa Tanjung Kemuning II, 

kemudian uang tahap pertama 60 % bawa pulang dan uang tersebut 

kemudian dipegang oleh terdakwa  Hendri susanto selama 

pelaksanaan kegiatan. 

- Bahwa pada tanggal 28 November 2016 terdakwa bersama-sama bersama-

sama saksi Daksa selaku Bendahara Desa dan Saksi Gusti Mamoda selaku 

Sekretaris desa telah mencairkan uang Dana Desa Tahap II 40 % sebesar 

Rp.239.336.000,-(Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga 

Puluh Enam Ribu Rupiah) di Kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan 

dengan nomor rekening Bank Bengkulu 3020201162979 an Desa Tanjung 

Kemuning II, kemudian setelah uang tersebut cair terdakwa mengambilnya 

dan menyimpan uang tersebut selama kegiatan. 

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya terdakwa tidak melibatkan Tim 

Pengelola Kegiatan (TPK) dan menunjuk saksi Hermawan untuk 

memborong pekerjaan Rabat beton sebesar Rp.40.000.000,-(Empat Puluh 

Juta) dan pekerjaan siring pasang sebesar Rp.40.000.000,-(Empat Puluh 

Juta) dan terdakwa juga menyimpan dan mengelola sendiri uang dana desa 

tersebut dan kemudian membuat surat pertanggungjawaban seolah-olah 

pekerjaan dilakukan secara swakelola. 

- Bahwa dalam melaksanakan pembangunan dana desa terdakwa telah 

membelanjakan sendiri material-material pembangunan di toko milik saksi 

Febro dan menyuruh saksi Hermawan untuk memborongkan pekerjaan 

Rabat Beton dan Siring Pasang sehingga selisih sebagai berikut : 

 

No Uraian Jumlah 

a. Selisih belanja 

Pembangunan Rabat Beton 

meliputi Material Semen, 

koral bersih, pasir sungai, 

Kayu dolken, kayu papan 

2/20 kelas IV, minyak 

pelumas, paku 2-5, solar, 

dan upah tenaga 

Rp 69.700.000 

b. Selisih belanja 

Pembangunan Jembatan 

Beton dengan ukuran 

Rp 8.417.000 
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4x4x0,20 m  meliputi 

Material Besi dengan 

berbagai ukuran, cat minyak, 

kawat beton, kayu dolken, 

kayu kelas IV kasau 5/7, 

kayu kelas IV papan 2/20, 

paku 2”-5”, pasir , semen, 

batu split 2/3, pipa calvanis 

dan upah tenaga  

c. Selisih belanja 

Pembangunan Siring Pasang 

dengan Panjang 527 m 

meliputi, semen, pasir, air 

kerja dan upah tenaga 

Rp 65.472.500 

d. Selisih Belanja Talud 

Penahan Tanah (TPT) 

sepanjang 44 m meliputi 

pasir pasang, tanah urug, 

semen, air kerja 

Rp 5.717.500 

E Selisih Belanja Pegawai dan 

Belanja barang dan jasa 

peralatan kerja meliputi 

ember, benang, sekop, 

gerobak dorong, kunci 

pembengkok besi, kuas 

ukuran 2 inchi,gergaji besi, 

selang water pas, sendok 

semen, cangkul buaya asli, 

meteran, mata gergaji, paku 

kecil, prasasti, drum bekas, 

sewa molen, honorarium 

TPK 

Rp 12.764.000 

f. Jumlah Kerugian Keuangan 

Negara (a+b+c+d+e) 

Rp 162.071.000 

 

- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan Saksi Daksa Bin Sugi untuk 

melengkapi Surat Pertanggungjawaban dengan memberikan cap toko Sinar 

handayani dan Kuari Sinar Kinal milik saksi Nexon serta biaya BBM, 

kemudian saksi Daksa Bin Sugi memalsukan tandatangan Saksi Febro, 

saksi Nekson dan saksi Herdian. 

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang 

perbendaharaan negara pada Pasal 16 ayat 4 dijelaskan bahwa 
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penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat  

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 

Negara/daerah adalah hak Negara/Daerah. 

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penututupan Kas Umum Desa Tanjung 

Kemuning II per Tanggal 31 Desember 2016 Sisa Anggaran Desa Tanjung 

Kemuning II Rp.0..(Nol Rupiah)..dan saldo di Bank sebesar 

Rp.103.185.87.(Seratus Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Koma 

Delapan Puluh Tujuh Rupiah). 

- Bahwa perbuatan terdakwa memborongkan dan membelanjakan sendiri 

uang Dana Desa tersebut yang seharusnya dikerjakan secara swakelola, 

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 

antara lain : 

Pasal 7 huruf f : “Pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip 

akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait 

pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan”. 

Pasal 12 Ayat 1 : “Swakelola merupakan kegiatan pengadaan 

Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau 

diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan”. 

Ayat 2 : “Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, 

pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung 

jawaban hasil pekerjaan”.   

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit 

Perhitungan Kerugian Negara  oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur 

Nomor :700/53.a/LHP/ID/KK/2019 Tanggal 28 November 2019 telah 

menimbulkan kerugian keuangan negara cq APBDes Desa Tanjung 

Kemuning II sebesar Rp 162.071.000 (Seratus Enam Puluh Dua Juta 

Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 

3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 sebagaiman 

diubah dengan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 

atas Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

ATAU 

KEDUA 

Bahwa terdakwa HENDRI SUSANTO Bin NASIN (Alm)  selaku Kepala 

Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur 
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berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-734 tahun 

2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan 

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur 

Tahun 2013, yang karena jabatan tersebut terdakwa setiap bulan menerima gaji 

sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan 

Peraturan Bupati Nomor : 07 Tahun 2016 tentang Penghasilan Kepala Desa, 

Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Rukun Tetangga Dalam 

Wilayah Kabupaten Kaur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) 

huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disamakan kedudukannya dengan 

Pegawai Negeri, pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan hari 

Selasa  tanggal 22 November 2016 atau pada waktu tertentu antara bulan Juni 

sampai dengan bulan November 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu 

tertentu pada tahun 2016, bertempat di kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan 

yang terletak di Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kabupaten Kaur serta rumah terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Kemuning 

II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur  atau setidak-tidaknya pada 

suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 

Kelas 1 A Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya 

berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 UU Nomor 46 Tahun 2009 Tentang 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada waktu dan tempat sebagai termuat 

dalam dakwaan KESATU sebagai Pegawai Negeri yang diberi tugas 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk 

sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar 

yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan dengan cara 

dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : 

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Kaur Nomor : 04 Tahun 2016 

Tentang tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Dan 

Alokasi Dana Desa Kabupaten Kaur, Desa Tanjung Kemuning II menerima 

Dana Desa Tahun 2016 sebesar Rp.594.551.000,-(Lima Ratus Sembilan 

Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) 

- Bahwa sesuai Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) TA 2016 

Dana Desa (DD) tersebut dipergunakan antara lain : 

1) Pembangunan Rabat Beton 4 x 300 m sebesar Rp.243.370.000,-(Dua 

Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah),  



 Halaman 16 dari 86 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl 

2) Pembuatan TPT/Talud sepanjang 44 meter sebesar Rp.75.433.000,-

(Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)  

3) Pembangunan Siring Pasang Panjang 534 m sebesar Rp.207.502.000.- 

(Dua Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah) 

- Bahwa pada bulan Januari terdakwa telah menunjuk saksi Daksa Bin Sugi 

sebagai Bendahara Desa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 

188.4/TK/TK/2016 dan berdasarkan musyawarah desa pada pertengahan 

Tahun 2016 yang dihadiri oleh Masyarakat desa dan Anggota Badan 

Musyawarah desa terdakwa telah menunjuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 

yakni saksi Justarman selaku ketua, saksi Okto Sohari, Saksi Aziztra dan 

Saksi Imli 

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 terdakwa bersama-sama saksi Daksa 

selaku Bendahara Desa dan Saksi Gusti Mamoda selaku Sekretaris desa 

telah mencairkan uang Dana Desa tahap pertama 60 % sebesar 

Rp.355.215.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Belas 

Ribu Rupiah) di Kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan nomor 

rekening Bank Bengkulu 3020201162979 an Desa Tanjung Kemuning II, 

kemudian uang tahap pertama 60 % bawa pulang dan uang tersebut 

kemudian dipegang oleh terdakwa  Hendri susanto selama 

pelaksanaan kegiatan. 

- Bahwa pada tanggal 28 November 2016 terdakwa bersama-sama bersama-

sama saksi Daksa selaku Bendahara Desa dan Saksi Gusti Mamoda selaku 

Sekretaris desa telah mencairkan uang Dana Desa Tahap II 40 % sebesar 

Rp.239.336.000,-(Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga 

Puluh Enam Ribu Rupiah) di Kantor Bank Bengkulu Cabang Bintuhan 

dengan nomor rekening Bank Bengkulu 3020201162979 an Desa Tanjung 

Kemuning II, kemudian setelah uang tersebut cair terdakwa mengambilnya 

dan menyimpan uang tersebut selama kegiatan. 

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya terdakwa tidak melibatkan Tim 

Pengelola Kegiatan (TPK) dan menunjuk saksi Hermawan untuk 

memborong pekerjaan Rabat beton sebesar Rp.40.000.000,-(Empat Puluh 

Juta) dan pekerjaan siring pasang sebesar Rp.40.000.000,-(Empat Puluh 

Juta) dan terdakwa juga menyimpan dan mengelola sendiri uang dana desa 

tersebut dan kemudian membuat surat pertanggungjawaban seolah-olah 

pekerjaan dilakukan secara swakelola. 
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- Bahwa untuk memenuhi material melaksanakan pembangunan rabat beton, 

Siring pasang dan jembatan beton, terdakwa membeli material di Toko Sinar 

Handayani milik saksi Febro Irawan dengan pembelian Semen 50 Kg 

sebanyak 2.031 Zak dengan per zak Rp.70.000 sedangkan berdasarkan 

Rencana Biaya per zak semen Rp.85.000 sedangkan material batu kali 

terdakwa membeli dengan masyarakat sebesar Rp.110.000 per kubik bukan 

dikuari sinar kinal milik saksi Nexon sebagaimana Surat 

Pertanggungjawaban. 

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang 

perbendaharaan negara pada Pasal 16 ayat 4 dijelaskan bahwa 

penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat  

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh 

Negara/daerah adalah hak Negara/Daerah. 

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penututupan Kas Umum Desa Tanjung 

Kemuning II per Tanggal 31 Desember 2016 Sisa Anggaran Desa Tanjung 

Kemuning II Rp.0..(Nol Rupiah)..dan saldo di Bank sebesar 

Rp.103.185.87.(Seratus Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Koma 

Delapan Puluh Tujuh Rupiah). 

- Bahwa perbuatan terdakwa memborongkan dan membelanjakan sendiri 

uang Dana Desa tersebut yang seharusnya dikerjakan secara swakelola, 

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati Kaur 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 

antara lain : 

Pasal 7 huruf f : “Pengadaan Barang/Jasa di desa menerapkan prinsip 

akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait 

pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan”. 

Pasal 12 Ayat 1 : “Swakelola merupakan kegiatan pengadaan 

Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau 

diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan”. 

Ayat 2 : “Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, 

pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung 

jawaban hasil pekerjaan”.   

- Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan 

Dana Desa tersebut terdakwa secara melawan hukum memerintahkan Saksi 

Daksa Bin Sugi untuk membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seolah-

olah seluruh Dana Desa telah digunakan sesuai dengan rincian dalam RAB 
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dengan cara membuat nota-nota pembelanjaan palsu dengan memberikan 

cap toko Sinar handayani dan Kuari Sinar Kinal milik saksi Nexon serta biaya 

BBM, kemudian saksi Daksa Bin Sugi memalsukan tandatangan Saksi Febro, 

saksi Nekson dan saksi Herdian. 

- Bahwa SPJ yang dibuat oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa ajukan 

kepada tim verifikator dari Kecamatan Kinal untuk dilakukan verifikasi untuk 

memperoleh rekomendasi pencairan Dana Desa. 

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam penyusunan SPJ tersebut merupakan 

perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan azas akuntabel dalam 

pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  

Pasal 2 ayat 1 :”Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas 

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan 

disiplin anggaran”. 

Pasal 24 ayat (3) :”Semua penerimaan dan pengeluaran desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang 

lengkap dan sah”. 

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit 

Perhitungan Kerugian Negara  oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur 

Nomor :700/53.a/LHP/ID/KK/2019 Tanggal 28 November 2019 telah 

menimbulkan kerugian keuangan negara cq APBDes Desa Tanjung 

Kemuning II sebesar Rp 162.071.000 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh 

Puluh Satu Ribu Rupiah) 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor  31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa 

menyatakan telah mengerti namun baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya 

menyatakan tidak keberatan; 

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-

saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing telah memberikan 

keterangan dibawah sumpah  yang pada pokoknya sebagai berikut : 

1. Gusti Mamoda.  

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa. 

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan masih ada hubungan 

pekerjaan, karena saksi merupakan perangkat Desa. 
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- Bahwa  sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi 

disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam). 

- Bahwa  saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak 

lain dari pada yang sebenarnya; 

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara 

ini; 

- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya; 

- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dana Desa 

tahun anggaran 2016 pada pembangunan Desa Tanjung Kemuning II 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana 

Desa (DD) Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016; 

- Bahwa Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kab. Kaur adalah Terdakwa; 

- Bahwa Saksi di Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung 

Kemuning Kab. Kaur menjabat sebagai Sekretaris Desa; 

- Bahwa Dasar saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa Tanjung Kemuning 

II Kecamatan Tanjung Kemuning Kab. Kaur adalah Keputusan Kepala 

Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kab. Kaur 

Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan 

Tanjung Kemuning Kab. Kaur Tahun 2016; 

- Bahwa saksi juga menjabat sebagai sebagai Pelaksana Teknis 

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) akan tetapi Saksi lupa nomor dan 

tanggal Surat pengangkatan dari Kepala Desa; 

- Bahwa Tugas saksi selaku Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II 

membantu Administrasi Desa, Pembukuan surat masuk dan surat keluar, 

mendata inventaris Desa, mendata hasil sumber alam desa; 

- Bahwa Pagu anggaran Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 adalah 

sejumlah Rp720.385.000,- (tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus delapan 

pul;uh lima ribu rupiah) dengan rincian sebgai berikut; 

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp128.834.000,- 

(seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat 

ribu rupiah); 

2. Pembangunan Desa sejumlah Rp594.551.000,- (lima ratus 

Sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah); 

- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa Tanjung 

Kemuning II dalam kegiatan Dana Desa tahun 2016; 
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- Bahwa yang menjabat sebagai perangkat Desa Tanjung Kemuning II 

tahun 2016 adalah : 

1. Bendahara Desa                     : Daksa; 

2. Kasi Umum dan Perencanaan                    : Okto Sohari 

3. Kaur Keuangan                : Elpiman 

4. Kasi Pemerintahan               : Ino Hakim 

5. Kasi Kesejahteraan &Pelayanan dan Ketua TPK    : Justarman 

- Bahwa saksi ikut rapat dalam perencanaan pembangunan Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016; 

- Bahwa yang akan dibangun dalam perencanaan pembangunan Desa 

Tanjung Kemuning II tahun 2016 adalah pekerjaan Pembangunan Jalan 

Rabat Beton, jembatan dan kegiatan pembangunan Siring Pasang; 

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pembangunan Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016 Saksi tidak tahu siapa namanya, yang saksi tahu 

bukan orang Desa Tanjung Kemuning II, kemungkinan kepala tukangnya 

orang trans di Desa Cahaya Bathin; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa yang membeli material untuk 

kegiatan pembangunan Desa Tanjung Kemuning II; 

- Bahwa Saksi ada melaksanakan tugas selaku Sekretaris Desa; 

- Bahwa Saksi ada melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dalam 

menjalankan tugas; 

- Bahwa Ada pengajuan SPP kepada saksi untuk tahun 2016; 

- Bahwa anggaran bisa cair tanpa ada verifikasi dari saksi; 

- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2016; 

- Bahwa BPD Desa Tanjung Kemuning II mengetahui, jika saksi tidak 

difungsikan oleh Kepala Desa; 

- Bahwa saksi ikut bersama dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa 

dalam pencairan Dana Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 di Bank 

BPD; 

- Bahwa Ada 2 (dua) kali pencairan untuk Dana Desa Tanjung Kemuning II 

tahun 2016; 

- Bahwa Sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat 

Beton, jembatan dan kegiatan pembangunan Siring Pasang Dana Desa 

Tanjung Kemuning II tahun 2016 dikerjakan secara Swakelola dengan 

masyarakat; 
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- Bahwa Yang melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton, 

jembatan dan kegiatan pembangunan Siring Pasang Dana Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016 diborongkan dengan orang lain; 

- Bahwa Yang melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton, 

jembatan dan kegiatan pembangunan Siring Pasang Dana Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016 adalah TPK dan yang melakukan 

pembayarannya adalah Bendahara;  

- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris Desa Tanjung Kemuning II sejak tahun 

2014; 

- Bahwa semua fisik kegiatan dana desa Desa Tanjung Kemuning II tahun 

2016 dikerjakan semua; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, kwalitas fisik kegiatan dana desa Desa 

Tanjung Kemuning II tahun 2016; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tempat membeli material untuk fisik 

kegiatan dana desa Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016; 

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai laporan keuangan masuk dan keluar 

keuangan Dana Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016, yang tahu adalah 

terdakwa; 

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan ’’karena 

semua keterangan saksi palsu semua’’;saksi tetap pada 

keterangannya; 

-  Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 

- 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Tahun 

Anggaran 2016; 

- 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2016; 

- 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan 

(APBDes-P) Desa Tanjung Kemuning II; 

- 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Tahap 1 

(60%) Tahun anggaran 2016; 

- 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Tahap 2 

(40%) Tahun anggaran 2016;  

2. Buyung Ajinal. 

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa. 
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- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan masih ada hubungan 

pekerjaan, karena saksi merupakan perangkat Desa. 

- Bahwa  sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi 

disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam). 

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak 

lain dari pada yang sebenarnya; 

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan 

perkara ini. 

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya. 

- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dana Desa 

tahun anggaran 2016 pada pembangunan Desa Tanjung Kemuning II 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana 

Desa (DD) Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016; 

- Bahwa Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kab. Kaur adalah Terdakwa; 

- Bahwa Saksi di Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung 

Kemuning Kab. Kaur menjabat sebagai Anggota BPD; 

- Bahwa Dasar saksi diangkat sebagai Anggota BPD Desa Tanjung 

Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kab. Kaur adalah 

berdasarkan SK Bupati Kaur Nomor :188.4.45-709 Tahun 2014 Tanggal 

27 Oktober 2014; 

- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku Anggota Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) adalah : 

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama 

kepala Desa; 

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; 

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 

- Bahwa saksi selaku Anggota BPD ada melakukan fungsi pengawasan 

yakni melakukan pemeriksaan kegiatan dana desa Tahun Anggaran 2016 

pada hari selasa Tanggal 9 Agustus 2016 dengan hasil pengecekan 

sebagai berikut : 

1. Ukuran ketebalan pasangan rabat beton tidak sesuai dengan 

gambar dan RAB; 

2. Semen yang digunakan semen merah putih; 

3. Material yang digunakan krokos, koral bersih dan pasir; 

4. Pada pemasangan rabat beton tidak ada pembatas per 3 meter 

sebagaimana gambar; 
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5. Dasar ceron rabat beton menggunakan krokos. 

- Bahwa Saksi tidak tahu besaran dana desa yang diterima oleh Desa 

Tanjung Kemuning II tahun 2016; 

- Bahwa Hasil pengamatan saksi sebagai Anggota BPD terhadap 

pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Kemuning II pada Tahun 

Anggaran 2016 adalah sebagai berikut : 

- Bahwa pekerja bukan masyarakat desa setempat, padahal 

masyarakat banyak yang siap bekerja; 

- Bahwa Kepala Desa bersikap Arogan dan tidak mau 

mendengarkan masukan dari BPD ataupun dari Masyarakat. 

- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa Tanjung 

Kemuning II dalam kegiatan Dana Desa tahun 2016; 

- Yang menjabat sebagai perangkat Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 

adalah : 

1. Bendahara Desa            :Daksa; 

2. Kasi Umum dan Perencanaan          :Okto 

Sohari 

3. Kaur Keuangan            : Elpiman 

4. Kasi Pemerintahan     :Ino Hakim 

5. Kasi Kesejahteraan &Pelayanan dan Ketua TPK : Justarman 

- Bahwa saksi ikut rapat dalam perencanaan pembangunan Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016; 

- Bahwa yang akan dibangun dalam perencanaan pembangunan Desa 

Tanjung Kemuning II tahun 2016 adalah pekerjaan Pembangunan Jalan 

Rabat Beton, jembatan dan kegiatan pembangunan Siring Pasang; 

- Bahwa Saksi tidak diikutkan dalam pelaksanaan pembangunan Desa 

Tanjung Kemuning II tahun 2016; 

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pembangunan Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016 Saksi tidak tahu siapa namanya, yang saksi tahu 

bukan orang Desa Tanjung Kemuning II, kemungkinan kepala tukangnya 

orang trans di Desa Cahaya Bathin; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang membeli material untuk 

kegiatan pembangunan Desa Tanjung Kemuning II; 

- Bahwa saksi ada melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dalam 

menjalankan tugas; 

- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2016; 
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- Bahwa yang melakukan pencairan Dana Desa Tanjung Kemuning II 

tahun 2016 adalah Kepala Desa dan Bendahara; 

- Bahwa Ada 2 (dua) kali pencairan untuk Dana Desa Tanjung Kemuning II 

tahun 2016; 

- Bahwa Sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat 

Beton, jembatan dan kegiatan pembangunan Siring Pasang Dana Desa 

Tanjung Kemuning II tahun 2016 dikerjakan secara Swakelola dengan 

masyarakat; 

- Bahwa yang melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton, 

jembatan dan kegiatan pembangunan Siring Pasang Dana Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016 diborongkan dengan orang lain; 

- Bahwa yang melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton, 

jembatan dan kegiatan pembangunan Siring Pasang Dana Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016 adalah TPK dan yang melakukan 

pembayarannya adalah Bendahara;  

- Bahwa semua fisik kegiatan dana desa Desa Tanjung Kemuning II tahun 

2016 dikerjakan semua; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui, kwalitas fisik kegiatan dana desa Desa 

Tanjung Kemuning II tahun 2016; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tempat membeli material untuk fisik 

kegiatan dana desa Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016; 

- Bahwa Dalam rapat saksi pernah berkata agar dalam pelaksanaan Dana 

Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 saksi dilibatkan tetapi dalam 

pelaksanaannya saksi tidak dilibatkan; 

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 

- 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) 

Tahun Anggaran 2016; 

- 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 

Tahun 2016; 

- 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Perubahan (APBDes-P) Desa Tanjung Kemuning II; 

- 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa 

(DD) Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten 

(BKK) Tahap 1 (60%) Tahun anggaran 2016; 
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- 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa 

(DD) Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten 

(BKK) Tahap 2 (40%) Tahun anggaran 2016;  

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan ’’karena 

semua keterangan saksi palsu semua’’; dan saksi tetap pada 

keterangannnya. 

3. Azizta; 

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa. 

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dan masih ada hubungan pekerjaan, 

karena saksi merupakan perangkat Desa, sebelum memberikan 

keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang 

dianutnya (Islam) bahwa saksi akan memberikan keterangan yang 

sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya; 

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara 

ini; 

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya; 

- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dana Desa 

tahun anggaran 2016 pada pembangunan Desa Tanjung Kemuning II 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana 

Desa (DD) Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016; 

- Bahwa Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kab. Kaur adalah Terdakwa; 

- Bahwa Saksi di Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung 

Kemuning Kab. Kaur menjabat sebagai Anggota TPK; 

- Bahwa saksi ditawarkan untuk diangkat sebagai Anggota TPK, akan 

tetapi sampai dengan sekarang saksi tidak pernah melihat SK 

Pengangkatan saksi sebagai Anggota TPK; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di 

Desa Tanjung Kemuning II yang menggunakan anggaran Dana Desa 

Tahun 2016; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui, besaran RAB untuk kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan di Desa Tanjung Kemuning II yang menggunakan 

anggaran Dana Desa Tahun 2016; 

- Bahwa Lokasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa 

Tanjung Kemuning II yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 

2016 berada di jalan menuju Pasar tradisional Tanjung Kemuning 2; 

- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam kegiatan tersebut; 
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- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang melaksanakan kegiatan 

belanja material, belanja bahan dan alat-alat untuk pekerjaan 

Pembangunan Jalan Rabat Beton, jembatan dan kegiatan pembangunan 

Siring Pasang tersebut; 

- Bahwa yang menjabat sebagai perangkat Desa Tanjung Kemuning II 

tahun 2016 adalah : 

1. Bendahara Desa         :Daksa; 

2. Kasi Umum dan Perencanaan       :Okto Sohari 

3. Kaur Keuangan         : Elpiman 

4. Kasi Pemerintahan         :Ino Hakim 

5. Kasi Kesejahteraan &Pelayanan dan Ketua TPK     : Justarman 

- Bahwa saksi sebagai anggota TPK tidak dilibatkan oleh Kepala Desa 

Tanjung Kemuning II Tahun 2016; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa yang mengawasi dan 

melaksanakan kegiatan tersebut; 

- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai Anggota TPK dan 

tidak pernah menandatangani Kwitansi terkait Pembayaran Honor 

Anggota TPK sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 01 

Desember 2016; 

- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2016; 

- Bahwa yang melakukan pencairan Dana Desa Tanjung Kemuning II 

tahun 2016 adalah Kepala Desa dan Bendahara; 

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali pencairan untuk Dana Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016; 

- Bahwa Sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat 

Beton, jembatan dan kegiatan pembangunan Siring Pasang Dana Desa 

Tanjung Kemuning II tahun 2016 dikerjakan secara Swakelola dengan 

masyarakat; 

- Bahwa yang melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton, 

jembatan dan kegiatan pembangunan Siring Pasang Dana Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016 diborongkan dengan orang lain; 

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kegiatan dana desa Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016 karena dalam perencanaan saksi dilibatkan 

sedangkan dalam pelaksanaan saksi tidak dilibatkan; 

- Bahwa semua fisik kegiatan dana desa Desa Tanjung Kemuning II tahun 

2016 dikerjakan semua; 
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- Bahwa saksi tidak mengetahui, kwalitas fisik kegiatan dana desa Desa 

Tanjung Kemuning II tahun 2016; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui, tempat membeli material untuk fisik 

kegiatan dana desa Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016; 

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laporan keuangan masuk dan keluar 

keuangan Dana Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016, yang tahu adalah 

terdakwa; 

- Bahwa Secara lisan terdakwa pernah berkata agar dalam pelaksanaan 

Dana Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 saksi dilibatkan tetapi dalam 

pelaksanaannya saksi tidak dilibatkan; 

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan ’’karena semua 

keterangan saksi palsu semua’’; dan saksi tetap pada keterangannya; 

4.  Daksa Bin Sugi. 

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa. 

- Bahwa  tidak ada hubungan keluarga dan masih ada hubungan 

pekerjaan, karena saksi merupakan perangkat Desa. 

- Bahwa  di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya 

(Islam). 

- Bahwa  bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya 

dan tidak lain dari pada yang sebenarnya; 

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara 

ini; 

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya; 

- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dana Desa 

tahun anggaran 2016 pada pembangunan Desa Tanjung Kemuning II 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana 

Desa (DD) Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016; 

- Bahwa Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kab. Kaur adalah Terdakwa; 

- Bahwa Saksi di Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung 

Kemuning Kab. Kaur menjabat sebagai Bendahara Desa; 

- Bahwa Dasar saksi diangkat sebagai Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kab. Kaur adalah Keputusan 

Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kab. 

Kaur Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Tanjung Kemuning II 

Kecamatan Tanjung Kemuning Kab. Kaur Tahun 2016; 
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- Bahwa Tugas saksi selaku Bendahara Desa Tanjung Kemuning II adalah 

memegang uang, mengetahui penerimaan dan pengeluaran keuangan 

desa namaun faktanya semua keuangan dana desa dipegang oleh 

terdakwa selaku Kepala Desa dan dikelola sendiri oleh terdakwa; 

- Bahwa yang membuat SPJ Dana Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 

saksi tidak tahu, semua SPJ yang saksi terima dari terdakwa dan saksi 

hanya tanda tangan saja;  

- Bahwa Pagu anggaran Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 adalah 

sejumlah Rp720.385.000,- (tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus delapan 

pul;uh lima ribu rupiah) dengan rincian sebgai berikut; 

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp128.834.000,- 

(seratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu 

rupiah); 

2. Pembangunan Desa sejumlah Rp594.551.000,- (lima ratus Sembilan 

puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah); 

3. Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa Tanjung 

Kemuning II dalam kegiatan Dana Desa tahun 2016; 

- Bahwa yang menjabat sebagai perangkat Desa Tanjung Kemuning II 

tahun 2016 adalah : 

1. Bendahara Desa         :Daksa; 

2. Kasi Umum dan Perencanaan       :Okto Sohari 

3. Kaur Keuangan         : Elpiman 

4. Kasi Pemerintahan         :Ino Hakim 

5. Kasi Kesejahteraan &Pelayanan dan Ketua TPK     : Justarman 

- saksi ikut rapat dalam perencanaan pembangunan Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016; 

- Yang akan dibangun dalam perencanaan pembangunan Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016 adalah pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat 

Beton, jembatan dan kegiatan pembangunan Siring Pasang; 

- Saksi tidak diikutkan dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016; 

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan pembangunan Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016 Saksi tidak tahu siapa namanya, yang saksi tahu 

bukan orang Desa Tanjung Kemuning II, kemungkinan kepala tukangnya 

orang trans di Desa Cahaya Bathin; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang membeli material untuk 

kegiatan pembangunan Desa Tanjung Kemuning II; 
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- Bahwa Saksi ada melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dalam 

menjalankan tugas; 

- Bahwa anggaran bisa cair tanpa ada tanda tangan dari saksi; 

- Bahwa Saksi belum tidak pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2016; 

- Bahwa BPD Desa Tanjung Kemuning II mengetahui, jika saksi tidak 

difungsikan oleh Kepala Desa; 

- Bahwa yang tanda tangan pencairan Dana Desa Tanjung Kemuning II 

tahun 2016 adalah saksi dan terdakwa; 

- Bahwa setelah cair uang dana desa saksi simpan dirumah kemudian 

pada malam harinya uang tersebut diambil oleh terdakwa dengan alasan 

untuk keamanan; 

- Bahwa Ada 2 (dua) kali pencairan untuk Dana Desa Tanjung Kemuning II 

tahun 2016; 

- Bahwa Sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat 

Beton, jembatan dan kegiatan pembangunan Siring Pasang Dana Desa 

Tanjung Kemuning II tahun 2016 dikerjakan secara Swakelola dengan 

masyarakat; 

- Bahwa yang melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton, 

jembatan dan kegiatan pembangunan Siring Pasang Dana Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016 diborongkan dengan orang lain; 

- Bahwa Saksi menjadi Bendahara Desa Tanjung Kemuning II sejak tahun 

2016; 

- Bahwa saksi mengetahui mengenai kegiatan dana desa Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016 karena dalam perencanaan saksi dilibatkan 

sedangkan dalam pelaksanaan saksi tidak dilibatkan; 

- Bahwa semua fisik kegiatan dana desa Desa Tanjung Kemuning II tahun 

2016 dikerjakan semua; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui, kwalitas fisik kegiatan dana desa Desa 

Tanjung Kemuning II tahun 2016; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui, tempat membeli material untuk fisik 

kegiatan dana desa Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016; 

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laporan keuangan masuk dan keluar 

keuangan Dana Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016, yang tahu adalah 

terdakwa; 

- Bahwa dalam rapat saksi pernah berkata agar dalam pelaksanaan Dana 

Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 saksi dilibatkan tetapi dalam 

pelaksanaannya saksi tidak dilibatkan; 
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- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa : 

- 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) 

Tahun Anggaran 2016; 

- 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 

2016; 

- 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Perubahan (APBDes-P) Desa Tanjung Kemuning II; 

- 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa 

(DD) Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten 

(BKK) Tahap 1 (60%) Tahun anggaran 2016; 

- 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa 

(DD) Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten 

(BKK) Tahap 2 (40%) Tahun anggaran 2016; 

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan ’’karena 

semua keterangan saksi palsu semua’’; dan saksi tetap pada 

keterangannya; 

5. JUSTARMAN  Bin PADIL (Alm). 

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa. 

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan masih ada hubungan 

pekerjaan, karena saksi merupakan perangkat Desa. 

- Bahwa di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya 

(Islam). 

- Bahwa  bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya 

dan tidak lain dari pada yang sebenarnya; 

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan 

perkara ini; 

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya; 

- Bahwa Saya diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan 

dengan Dana Desa tahun anggaran 2016 pada pembangunan Desa 

Tanjung Kemuning II bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) Dana Desa (DD) Desa Tanjung Kemuning II Tahun 

Anggaran 2016; 

- Bahwa Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kab. Kaur adalah Terdakwa; 

- Bahwa Saksi di Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung 

Kemuning Kab. Kaur menjabat Ketua TPK; 
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- Bahwa Awalnya pada saat itu Terdakwa selaku Kepala Desa melakukan 

musyarawah desa untuk kegiatan dana desa tahun 2016 dan menyusun 

kenggotaan untuk kegiatan tersebut, akan tetapi sampai dengan 

sekarang saksi tidak pernah melihat SK Pengangkatan saksi sebagai 

Ketua TPK; 

- Bahwa Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Tanjung Kemuning 

II yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2016 adalah Rabat 

Beton, Siring Pasang, Jembatan; 

- Bahwa Besaran RAB untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa 

Tanjung Kemuning II yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 

2016 berdasarkan keterangan terdakwa pada waktu musyawarah desa 

anggarannya + Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta); 

- Bahwa Lokasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa 

Tanjung Kemuning II yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 

2016 berada di jalan menuju Pasar tradisional Tanjung Kemuning 2; 

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam kegiatan tersebut; 

- Saksi tidak mengetahui, siapa yang melaksanakan kegiatan belanja 

material, belanja bahan dan alat-alat untuk pekerjaan Pembangunan 

Jalan Rabat Beton, jembatan dan kegiatan pembangunan Siring Pasang 

tersebut; 

- Bahwa yang menjabat sebagai perangkat Desa Tanjung Kemuning II 

tahun 2016 adalah : 

1. Bendahara Desa      :Daksa; 

2. Kasi Umum dan Perencanaan               :Okto Sohari 

3. Kaur Keuangan      : Elpiman 

4. Kasi Pemerintahan      :Ino Hakim 

5. Kasi Kesejahteraan &Pelayanan dan Ketua TPK  : Justarman 

- Saksi sebagai Ketua TPK tidak pernah kerjasama melaksanakan 

sebagaimana layaknya tugas dan fungsi sebagai Ketua TPK berdasarkan 

peraturan yang ada dan tidak mengetahui mengenai kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan di Desa Tanjung Kemuning II dikarenakan tidak 

pernah dilibatkan oleh Kepala Desa Tanjung Kemuning II Tahun 2016; 

- Bahw saksi tidak mengetahui, siapa yang mengawasi dan melaksanakan 

kegiatan tersebut; 

- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai Ketua TPK dan tidak 

pernah menandatangani Kwitansi terkait Pembayaran Honor Ketua TPK 
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sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 01 Desember 

2016; 

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan menandatangani terhadap hasil 

penerimaan pekerjaan yang terlampir dalam SPJ; 

- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen verifikasi tahun 2016; 

- Bahwa yang melakukan pencairan Dana Desa Tanjung Kemuning II 

tahun 2016 adalah Kepala Desa dan Bendahara; 

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali pencairan untuk Dana Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016; 

- Bahwa Sepengetahuan saksi pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat 

Beton, jembatan dan kegiatan pembangunan Siring Pasang Dana Desa 

Tanjung Kemuning II tahun 2016 dikerjakan secara Swakelola dengan 

masyarakat; 

- Bahwa yang melakukan pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton, 

jembatan dan kegiatan pembangunan Siring Pasang Dana Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016 diborongkan dengan orang lain; 

- Bahwa semua fisik kegiatan dana desa Desa Tanjung Kemuning II tahun 

2016 dikerjakan semua; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui, kwalitas fisik kegiatan dana desa Desa 

Tanjung Kemuning II tahun 2016; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui, tempat membeli material untuk fisik 

kegiatan dana desa Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016; 

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai usulan pencairan Dana Desa Tanjung 

Kemuning II tahun 2016, yang tahu adalah terdakwa; 

- Bahwa secara lisan terdakwa pernah berkata agar dalam pelaksanaan 

Dana Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 saksi dilibatkan tetapi dalam 

pelaksanaannya saksi tidak dilibatkan; 

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan pada 

keterangan : 

1. Ketua TPK tidak difungsikan; 

2. Tidak tahu masalah kegiatan; 

3. Tidak terima honor pada akhir bulan Desember 2016 selaku 

Ketua TPK; 

Atas pertanyaan Hakim Ketua saksi tetap pada keterangannya; 

Dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 
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- 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa 

(DD) Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten 

(BKK) Tahap 1 (60%) Tahun anggaran 2016; 

- 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa 

(DD) Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten 

(BKK) Tahap 2 (40%) Tahun anggaran 2016; 

- 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I (60%) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016; 

- 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II (40%) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016. 

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan tidak mengenalnya 

dan bukan tanda tangan saksi (dipalsukan); 

6. DEKA SUTRADINAATA Bin NOPRI (Alm);  

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa. 

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan masih ada hubungan  

pekerjaan, karena saksi merupakan perangkat Desa. 

- Bahwa  sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi 

disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam). 

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak 

lain dari pada yang sebenarnya; 

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara 

ini; 

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya; 

- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dana Desa 

tahun anggaran 2016 pada pembangunan Desa Tanjung Kemuning II 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana 

Desa (DD) Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016; 

- Bahwa Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kab. Kaur adalah Terdakwa; 

- Bahwa Keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi 

merupakan pemilik Bengkel Radit Motor; 

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menservis sepeda motor Dinas Kepala 

Desa kepada saksi dan yang datang untuk menservis kendaraan dinas 

Desa Tanjung Kemuning II adalah Bendahara Yakni saksi DAKSA; 

- Bahwa Pihak Desa Tanjung Kemuning II melaksanakan service 

kendaraan pada tahun 2016; 
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- Bahwa tentang pembayaran biaya service kendaraan dinas Desa Tanjung 

Kemuning II, yang tercantum dalam kwitansi adalah benar tanda tangan 

dan cap bengkel saksi; 

- Bahwa harga yang ada di kwitansi servis sudah sesuai dengan harga 

servis untuk umum; 

- Bahwa yang menulis dan tanda tangan kwitansi servis kendaraan dinas 

Desa Tanjung Kemuning II adalah saksi sendiri; 

- Bahwa Sebelum tahun 2016 terdakwa tidak ada menservis kendaraan 

dinas Desa Tanjung Kemuning II; 

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan. 

7. FEBRO IRAWAN; 

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa.  

- Bahwa saksi  tidak ada hubungan keluarga dan masih ada hubungan 

pekerjaan, karena saksi merupakan perangkat Desa. 

- Bahwa di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya 

(Islam). 

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak 

lain dari pada yang sebenarnya; 

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara 

ini; 

- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya; 

- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dana Desa 

tahun anggaran 2016 pada pembangunan Desa Tanjung Kemuning II 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana 

Desa (DD) Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016; 

- Bahwa Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kab. Kaur adalah Terdakwa; 

- Keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan pada Tahun 

2016, terdakwa selaku Kepala Desa Tanjung Kemuning II ada membeli 

bahan-bahan material dan alat-alat bangunan dari Toko Saksi seperti 

semen, besi, paku-paku, lori, kawat ikat, dll; 

- Bahwa Nama toko saksi adalah Toko Sinar Handayani; 

- Barang yang dijual di Toko saksi adalah adalah khusus Material 

Bangunan; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dikerjakan di Desa Tanjung 

Kemuning II; 



 Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl 

- Bahwa Sistem pembayarannya dilakukan secara tunai,ada barang ada 

uang; 

- Bahwa Terkait mobilisasi, ketika barang diantarkan ada tambahan biaya 

mobilisasi yang tergabung dalam harga barang; 

- Bahwa yang datang memesan dan membayar Material Bangunan ke toko 

saksi adalah terdakwa; 

- Bahwa Yang mengelola toko Sinar Handayani adalah saksi sendiri 

sedangkan Dachroni Najamudin adalah nama dari orang tua saksi; 

- Bahwa Isi kebenaran di dalam nota-nota pembelian Material Bangunan 

bukan tulisan saksi dan tanda tangan bukan saksi serta cap toko bukan 

cap milik toko saksi; 

- Bahwa Setiap pembelian saksi tidak ada tanda tangan nota pembelian, 

saksi hanya memberikan cap pada nota pembelian sedangkan cap 

sedikit serupa dengan cap toko saksi; 

- Bahwa Toko Sinar Handayani tidak pernah menjual Drum Bekas, tapak 

besi dan Tapak Kayu; 

- Bahwa Terhadap pembelian peralatan kerja sebesar Rp 2.090.000,- (dua 

juta Sembilan puluh ribu rupiah) adalah benar namun tanda tangan dan 

cap yang tertera bukan tanda tangan Saksi dan cap toko Saksi; 

- Bahwa Kwitansi tanggal 28 Juli 2016 tentang pembelian semen 50 

kilogram sebanyak 200 zak sebesar Rp.17.000.000,- yakni terhadap 

pembelian semen tersebut benar namun harga satuan di nota tersebut 

tidak sesuai dengan harga yang saksi jual, sebagaimana harga yang 

saksi jual per zaknya untuk 50 kilogram adalah Rp.70.000,- bukan 

Rp.85.000,- sebagaimana dalam nota, sehingga uang yang saksi terima 

hanya Rp. 14.000.000,- bukan Rp. 17.000.000,- namun tanda tangan dan 

cap yang tertera bukan tanda tangan saksi dan cap toko saksi; 

- Bahwa Pembelian bahan-bahan bangunan di toko Saksi untuk PPN tidak 

termasuk dalam transaksi dan Saksi tidak tahu terkait dengan pajak; 

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan kwitansi pembayaran; 

- Bahwa semua material yang dibeli oleh terdakwa sudah dibayar semua; 

- Bahwa Yang menulis di nota pembelian untuk item barang dan cap toko 

adalah saksi sendiri; 

- Bahwa Kalau saksi tidak ada di toko yang menjaga toko adalah istri saksi 

tetapi istri saksi tidak tahu mengenai harga barang bangunan; 

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan 

membenarkannya 
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Dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 

- 1 (satu) Bundel nota pembelian material Toko Sinar Handayani. 

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan tidak mengenalnya 

dan bukan tanda tangan saksi serta bukan cap toko saksi (dipalsukan) 

8. LEMI MULYADI; 

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan masih ada hubungan 

pekerjaan,       karena saksi merupakan perangkat Desa 

- Bahwa  sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi 

disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) 

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak 

lain dari pada yang sebenarnya; 

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara 

ini; 

- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya; 

- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dana Desa 

tahun anggaran 2016 pada pembangunan Desa Tanjung Kemuning II 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana 

Desa (DD) Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016; 

- Bahwa Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kab. Kaur adalah Terdakwa; 

- Bahwa saksi mejabat sebagai Bendahara PPKD Kabupaten Kaur Tahun 

2016 sampai sekarang, sebagaimana tugas dan fungsi membuat SPP 

(Surat Perintah Pembayaran) dengan membuat SPM (Surat Perintah 

Membayar); 

- Bahwa saksi Pernah dilakukan pemrosesan terhadap pengajuan tersebut 

pada Desa Tanjung Kemuning II, dalam melakukan pemrosesan dan 

pengajuan hanya sebatas pengecekan dokumen administrasi lengkap 

atau tidak, dalam hal ini Saksi tidak melakukan verifikasi terhadap berkas 

pengajuan tersebut berdasarkan ceklist; 

- Bahwa Saksi dalam melakukan pemrosesan terhadap pengajuan yang 

untuk dikeluarkan SPP dan SPM yang diajukan oleh Kepala Desa dan 

Bendahara pada Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung 

Kemuning pada hari itu juga dikeluarkan SPM dan SPP jika Kepala Dinas 

PPKD ada ditempat; 

- Bahwa Alur di keluarkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yakni 

Kepala Desa mengajukan dikeluakan SPP dan SPM kepada Saksi, 
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kemudian jika SPM dan SPP di Accept atau ditandatangani oleh Kepala 

DPPKD selanjutnya Saksi mengjukan ke Perbendaharaan untuk dapat 

dikeluarkan SP2D; 

- Bahwa Ketika Dana Desa (DD) sudah cair, Kepala Desa dan Bendahara 

berkewajiban melakukan laporan hasil realisasi kepada Bendahara PPKD, 

Saksi hanya melakukan pengecekan kelengkapan berkas secara 

administrasi berdasarkan ceklist yang dilakukan oleh Tim verifikasi 

kecamatan; 

- Bahwa Pencairan Dana Desa (DD) Tanjung Kemuning II pada tahun 2016 

ada 2 (dua) tahap, tahap ke-1 (satu) 60% (enam puluh) persen dan tahap 

ke-2 (dua) 40% (empat puluh) persen; 

- Bahwa semua Dana Desa (DD) Tanjung Kemuning II pada tahun 2016 

cair 100% (seratus) persen; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan fisik di Desa Tanjung 

Kemuning II pada tahun 2016; 

- Bahwa yang mencairkan Dana Desa (DD) Tanjung Kemuning II pada 

tahun 2016 adalah Kepala Desa dan Bendahara Desa; 

- Bahwa Jumlah pencairan tahap 1 (satu) yang 60% (enam puluh) persen 

berdasarkan Register SPP – SP2D (UP, TU, LS) pada tahap 1 (satu) SPP 

Nomor: 521/SPP/LS/PPKD/2016, SPM Nomor: 521/SPM/LS/PPKD/2016 

tanggal 21 Juni 2016 sebagaimana SP2D Nomor 

4096/LS/SP2D/BUD2016 tanggal  22 Juni 2016 sebesar Rp. 

355.215.000,- (tiga ratus  lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu 

rupiah); 

- Bahwa jumlah pencairan tahap 2 (satu) yang 40% (empat puluh) persen 

tersebut ?Register SPP Nomor: 1357/SPP/LS?PPKD/2016, SPM Nomor: 

1357/SPM/LS/PPKD/2016 tanggal 28 November 2016 sebagaimana 

SP2D Nomor:8956/LS/SP2D/BUD/2016 tanggal 28 November 2016 

sebesar Rp. 239.336.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus 

tiga puluh enam ribu rupiah); 

- Bahwa yang mengajukan permintan pencairan Anggaran Dana Desa 

(ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016 adalah Kepala Desa; 

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan 

membenarkannya; 

9. HERDIAN SAPTA NUGRAHA Bin SYAMHARDI SALEH. 

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa. 
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-  Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan masih ada hubungan 

pekerjaan, karena saksi merupakan perangkat Desa. 

- Bahwa  sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah 

menurut agama yang dianutnya (Islam). 

- Bahwa  bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan 

tidak lain dari pada yang sebenarnya; 

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara 

ini; 

- Bahwa Keterangan saksi di Penyidik sudah benar semuanya; 

- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dana Desa 

tahun anggaran 2016 pada pembangunan Desa Tanjung Kemuning II 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana 

Desa (DD) Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016; 

- Bahwa Keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan pada 

Tahun 2016, saksi selaku pengelolah SPBU di Kota Bintuhan; 

- Bahwa Semua nota dan kwitansi pembelian bahan bakar di SPBU saksi 

tersebut tidak benar, bahkan cap dan tandatangan yang tercantum di 

dalam kwitansi adalah palsu; 

- Bahwa Terkait adanya nota belanja dari SPBU Syamhardi saleh, nota yang 

tertera dalam Surat Pertanggujawaban Dana Desa Tanjung Kemuning II 

tersebut adalah tidak benar.  

- Bahwa yang berhak menanda tangani setiap adanya kwitansi belanja BBM 

di SPBU Saksi yang berhak menandatanganinya adalah Saksi; 

- Bahwa Pemilik SPBU Syamhardi Saleh tersebut adalah orang tua saksi 

dan saksi hanya sebagai pengelolah saja; 

- Bahwa saksi ada menjual minyak pelumas hanya sedikit karena hanya 

untuk pajangan saja; 

- Bahwa penjualan minyak pelumas dijual secara bebas; 

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli minyak pelumas ditempat saksi; 

- Bahwa Cara pembayaran untuk pembelian bahan bakar dan minyak 

pelumas ditempat saksi secara tunai; 

- Bahwa Selain saksi, tidak ada orang lain yang menjadi pengelolah SPBU 

ditempat saksi tersebut; 

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan 

membenarkannya; 

Bahwa  saksitidak mengenal  barang bukti berupa : 
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- 1 (satu) Bundel nota pembelian bahan bakar dan minyak pelumas 

di SPBU Syamhardi Saleh; 

10. HERMAWAN Bin MISTAMAN. 

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa. 

- Bahwa saski tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan 

pekerjaan. 

- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah 

menurut agama yang dianutnya (Islam). 

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain 

dari pada yang sebenarnya; 

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara 

ini; 

- Bahwa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Dana Desa 

tahun anggaran 2016 pada pembangunan Desa Tanjung Kemuning II 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana 

Desa (DD) Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016; 

- Bahwa Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kab. Kaur adalah Terdakwa; 

- Bahwa Keterkaitan saksi sebagai Kepala Tukang di Kegiatan 

Pembangunan Jalan Rabat Beton dan kegiatan pembangunan Siring 

Pasang; 

- Kegiatan Dana Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 yang dikerjakan 

oleh saksi sekitar + 2 (dua) bulan; 

- Bahwa Lokasi kegiatan Dana Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 yang 

dikerjakan oleh saksi di Pasar Tanjung Kemuning 2; 

- Bahwa yang belanja material untuk kegiatan tersebut adalah terdakwa; 

- Bahwa Yang menjadi pekerja untuk kegiatan tersebut sebagian dari saksi 

dan sebagian lagi masyarakat setempat; 

- Bahwa Volume pekerjaan yang saksi kerjakan Panjang dari Pembangunan 

Jalan Rambat Tersebut adalah sepanjang + 330 Meter, sedangkan 

lebarnya adalah 4 Meter, serta memiliki tebal 20 Cm, sedangkan untuk 

kegiatan pembangunan Siring Pasang adalah sepanjang + 600 Meter (total 

Kiri dan Kanan), sedangkan lebarnya adalah 60 Centimeter, tinggi 

kedalaman 60 Centimeter dan memiliki tebal 25 Centimeter; 

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton dan pembangunan 

Siring Pasang tersebut telah selesai 100% (seratus) persen dan telah 

sesuai dengan gambar; 
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- Bahwa yang membayar upah para pekerja adalah terdakwa; 

- Bahwa Pembayaran upah pekerja setiap harinya sebesar Rp 100.000,- 

(seratus ribu rupiah) untuk tukang, sedang untuk kenek sebesar Rp. 

85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana yang membayar 

adalah saksi dari upah Borongan yang disepakati dan diterima dari 

terdakwa; 

- Bahwa Saksi ditawari oleh Kepala Desa untuk mengerjakan rabat beton 

dan siring pasang dalam kegiatan Dana Desa 2016. 

- Bahwa  Saksi sepakat dengan kepala Desa untuk mengerjakan rabat 

beton sepanjang 300 meter dengan lebar 4 (empat) meter dengan tebal 40 

centimeter pada pencairan pertama (60%) dengan Borongan sebesar Rp. 

40.000.000,- (empat puluh juta), selanjutnya untuk pencairan tahap kedua 

(40%) saksi di minta oleh terdakwa selaku kepala desa untuk mengerjakan 

Borongan siring pasang sepanjang 300 (tiga ratus) meter kiri dan kanan 

jalan rabat beton dengan Borongan sebesar Rp. 35. 000.000,- (tiga puluh 

juta rupiah) serta penerimaan upah Borongan pekerjaan tersebut di atas 

dilakukan setiap minggu; 

- Bahwa Cara pembuatan rabat beton memasang papan cor sekitar 20 

centimeter tebalnya sedangkan diadukan 1 (satu) semen, 2 (dua) pasir 

dan 3 (tiga) koral bersih, bahkan koral bersih dicampur dengan krokos 

serta air kerja dan diaduk dengan molen sebanyak 1 (satu) buah; 

- Bahwa Pekerjaan rabat beton diselesaikan selama kurang lebih 1 (satu) 

bulan sedangkan untuk siring pasang sekitar 1 (satu) bulan setengah; 

- Bahwa Saksi tidak ada membeli material untuk pekerjaan yang saksi 

kerjakan dan yang membeli material adalah terdakwa; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui, yang masuk sebagai tim TPK Desa 

Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016; 

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ketua TPK Desa Tanjung Kemuning II 

Tahun Anggaran 2016; 

- Bahwa rabat beton dan siring pasang tersebut sekarang masih bermanfaat 

bagi desa 

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan 

membenarkannya; 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya 

dipersidangan telah mengajukan ahli  KHOTIJA, S.Sos., M.M. 

- Bahwa Ahli menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan 

keluarga sedarah atau semenda. 
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- Bahwa  tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja 

dengan Terdakwa. 

- Bahwa Ahli mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberi 

pendapat yang sesuai dengan keahliannya.  

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini; 

- Bahwa Keterangan ahli di Penyidik sudah benar semuanya; 

- Bahwa sebagai ahli dalam perkara ini sehubungan dengan Dana Desa 

tahun anggaran 2016 pada pembangunan Desa Tanjung Kemuning II 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana 

Desa (DD) Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016; 

- Bahwa Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kab. Kaur adalah Terdakwa; 

- Bahwa Keahlian yang ahli miliki yaitu untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan dibidang keuangan, asset, SDM dan memberikan konsultasi 

kepada semua auditan; 

- Bahwa Ahli menghitung indikasi kerugian keungan negara berdasarkan 

dokumen yang terdiri dari : 

3. DPADes-P Desa Tanjung Kemuning II Kab. Kaur tahun 2016; 

4. RAB dan Gambar tahun 2016; 

5. SP2D Dana Desa Tanjung Kemuning II Kab. Kaur tahun 2016; 

6. SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Desa Tanjung Kemuning II Kab. 

Kaur tahun 2016. 

- Kerugian keuangan negara Dana Desa Tanjung Kemuning II Kab. Kaur 

tahun 2016 sebesar Rp162.071.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh 

puluh satu ribu rupiah); 

- Bahwa Ahli turun kelapangan bersama dengan tim 5 (lima) orang, 

terdakwa dan Bendahara; 

- Bahwa Temuan terjadi karena ada kelebihan harga dari harga pertanggung 

jawaban; 

- Bahwa yang menyerahkan laporan SPJ kepada ahli adalah terdakwa; 

- Bahwa Ahli memperoleh temuan tersebut berdasarkan keterangan saksi-

saksi yang diperoleh; 

- Bahwa Ahli melakukan audit untuk kerugian negara tersebut pada tahun 

2019 untuk pekerjaan tahun 2016; 

- Bahwa Ahli mengetahui ada kelebihan fisik dari hasil cek fisik dilapangan; 

- Bahwa Tujuan ahli untuk melakukan cek fisik dilapangan untuk melihat 

pekerjaan tersebut ada atau tidak; 
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- Bahwa Yang berhak mencairkan ADD dan DD Desa Tanjung Kemuning II 

Kab. Kaur tahun 2016 adalah Bendahara; 

- Bahwa Ahli mengetahui selisih harga material dari hasil cros cek 

kelapangan dengan saksi FEBRO IRAWAN selaku pemilik toko bangunan 

SRI HANDAYANI; 

- Bahwa Untuk kegiatan Dana Desa Tanjung Kemuning II Kab. Kaur tahun 

2016 seharusnya dikerjakan dengan secara swakelola bukan diborongkan; 

- Bahwa yang ahli gunakan untuk mengitung selisih harga dilapangan 

adalah cros cek kelapangan bukan menggunakan RAB; 

Atas keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan 

membenarkan semuanya; 

Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada ahli barang bukti berupa : 

1. 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) 

Tahun Anggaran 2016 

2. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 

2016 

3. 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan 

(APBDes-P) Desa Tanjung Kemuning II 

4. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa 

(DD) Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) 

Tahap 1 (60%) Tahun anggaran 2016 

5. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa 

(DD) Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) 

Tahap 2 (40%) Tahun anggaran 2016 

6. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I (60%) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

7. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II (40%) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

8. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester 

akhir tahun 

9. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 

10. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) 

Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 Desa Tanjung Kemuning II 

Tahun Anggaran 2016 

11. 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 
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12. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 Desa Tanjung Kemuning II 

Tahun Anggaran 2016 

13. 1 (satu) Bundel Revisi Dokumen Desain & RAB Desa Tanjung 

Kemuning II Tahun 2016 

14. 1 (satu) Bundel Berita acara serah terima penyelesaian hasil kegiatan 

15. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penutupan Kas Umum tertanggal 31 

Desember 2016  

16. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penutupan Kas Umum tertanggal 24 

Oktober 2016 

17. 1 (satu) Bundel Revisi Dokumen Desain dan RAB Desa Tanjung 

Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 

2016  

18. 1 (satu) Bundel RAB Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) 

Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Tahun Anggaran 2016 

19. 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa (LPPD) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

20. 1 (satu) Bundel Usulan Pencairan Tahap 1 (60%) Alokasi Dana Desa 

(ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Dana Desa (DD) 

Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten 

Kaur 

Terhadap barang bukti tersebut ahli menyatakan mengenalnya dan 

membenarkan semuanya. 

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 

terdakwa HendrI Susanto yang pada pokoknya menerangkan ; 

- BahwaTerdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan 

perkara ini; 

- Bahwa Keterangan terdakwa di Penyidik sudah benar semuanya; 

- Bahwa sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Dana 

Desa tahun anggaran 2016 pada pembangunan Desa Tanjung Kemuning 

II bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 

Dana Desa (DD) Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016; 

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Tanjung Kemuning II Tahun 

Anggaran 2016 dan juga pemilik UD. Murid Baru serta pemilik dari UD. 

Sanjaya; 

- Bahwa Dasar terdakwa  diangkat sebagai Kepala Desa Tanjung 

Kemuning II adalah Surat Keputusan Bupati (SK); 
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- Bahwa Jabatan untuk Kepala Desa selama 6 (enam) tahun;= 

- Tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kepala Desa adalah : 

1. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),  

2. Penanggungjawab anggaran di desa. 

3. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. 

- Bahwa Yang menjadi Bendahara dan Ketua TPK Desa Tanjung 

Kemuning II Tahun Anggaran 2016 adalah Bendahara adalah Saksi 

Daksa, kemudian yang menjadi Ketua TPK adalah Saksi Justarman; 

- Bahwa Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Tanjung Kemuning 

II yang menggunakan anggaran Dana Desa Tahun 2016 adalah Rabat 

Beton, Siring Pasang, Jembatan; 

- Bahwa UD. Murid Baru UD. Sanjaya berdiri sejak tahun 2014; 

- Bahwa UD. Murid Baru bergerak dibidang penjualan kayu-kayu dan juga 

UD. Sanjaya  bergerak di penyewaan molen; 

- Bahwa Besaran Dana Desa yang diterima Desa Tanjung Kemuning II 

tahun anggaran 2016 sekitar + sebesar Rp594.000.000,- (lima ratus 

Sembilan puluh empat juta rupiah); 

- Bahwa Lokasi kegiatan Dana Desa Tanjung Kemuning II tahun anggaran 

2016 berada di jalan menuju Pasar tradisional Tanjung Kemuning II; 

- Bahwa Waktu pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tanjung Kemuning II 

tahun anggaran 2016 terdakwa lupa tetapi masih dalam tahun 2016, 

kemudian terkait lama kegiatannya, juga terdakwa lupa; 

- Bahwa Yang melaksanakan pembangunan Jalan Rabat Beton dan Siring 

Pasang adalah orang-orang TPK, Kepala Tukang (pihak ketiga dari 

Cahaya Bathin) dan warga, sedangkan untuk jembatan yang 

melaksanakan orang-orang TPK, Kepala Tukang (pihak ketiga dari 

Padang Baru) dan warga; 

- Bahwa Yang melakukan pembelian alat-alat dan bahan-bahan materian 

bangunan adalah terdakwa; 

- Bahwa Besaran Dana Desa yang diperoleh oleh pihak Desa Tanjung 

Kemuning 2 Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 

Anggaran 2016 khusus untuk pembangunan Rabat Beton, TPT, 

Jembatan Beton dan Siring Pasang adalah sebagai berikut: 

- Rabat Beton Sebesar Rp. 243.370.000,- 

- TPT 44 M Sebesar Rp. 38.000.000,- 

- Jembatan Beton 6x4 M Sebesar Rp. 75.433.000,- 

- Siring Pasang 527 M Sebesar Rp. 204.955.000,- 
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Ditambah: 

- Belanja Pegawai Sebesar Rp. 1.800.000,- 

- Belanja Barang dan jasa Sebesar Rp. 24.869.000,- 

- Pembuatan Laporan dan Dokumentasi Kegiatan Sebesar 

Rp.3.438.000,- 

Total :Jumlah keseluruhanya adalah Sebesar Rp. 592.025.000,- 

- Setiap tahapan pencairan, Pertama terdakwa meminta rekomendasi dari 

Tim Kecamatan, kemudian terdakwa ke kantor Inspektorat, setelah itu ke 

Tim PMD, kemudian langsung ke BKD (Keuangan) untuk dikeluarkan 

Surat SP2D, kemudian terdakwa langsung ke Bank Bengkulu untuk 

dicairkan, setelah pencairan, dana tersebut disimpan setengah di 

rekening desa, dan setengahnya lagi disimpan di terdakwa, kemudian 

direalisasikan untuk kegiatan; 

- Bahwa Yang melakukan pembayaran upah untuk pekerjaan Rabat Beton 

dan Siring Pasang, Jembatan adalah terdakwa; 

- Bahwa Yang membuat kwitansi pembelian material dan SPJ pertanggung 

jawaban Dana Desa Tanjung Kemuning II tahun anggaran 2016 adalah 

terdakwa; 

- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh masyarakat desa untuk mengerjakan 

pekerjaan Rabat Beton, Siring Pasang dan Jembatan tersebut karena 

masyarakat desa tidak ada yang mau kerja karena lagi musim panen; 

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari kegiatan Dana Desa 

Tanjung Kemuning II tahun anggaran 2016 dan jumlahnya terdakwa lupa; 

- Bahwa Kerugian keuangan negara APBDes Desa Tanjung Kemuning II 

sebesar Rp 162.071.000 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Puluh 

Satu Ribu Rupiah); 

- Bahwa Yang mencairkan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (DD) 

Desa Tanjung Kemuning II tahun 2016 adalah Bendahara, Sekretaris 

Desa dan terdakwa selaku Kepala Desa; 

- Bahwa terdakwa tahu mengenai pekerjaan dilapangan; 

- Bahwa untuk membayar pajak, terdakwa ada berkonsultasi dengan 

pendamping Desa; 

- Bahwa terdakwa mengakui semua kesalahan yang telah terdakwa 

lakukan karena itu semua sudah terjadi; 

- Terdakwa, tidak ada meminta laporan pertanggung jawaban SPJ tahun 

2016 kepada saksi HERDIAN selaku pemilik SPBU Syamhardi Saleh; 

- Bahwa Terdakwa tidak punya niat untuk memperkaya diri sendiri; 
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- Bahwa terdakwa mengenal barang buktiyang diperlihatkan dipersidangan 

berupa dan membenarkannya. 

1. 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) 

Tahun Anggaran 2016 

2. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 

2016 

3. 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan 

(APBDes-P) Desa Tanjung Kemuning II 

4. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa 

(DD) Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) 

Tahap 1 (60%) Tahun anggaran 2016 

5. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa 

(DD) Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) 

Tahap 2 (40%) Tahun anggaran 2016 

6. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I (60%) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

7. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II (40%) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

8. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester 

akhir tahun 

9. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 

10. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) 

Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 Desa Tanjung Kemuning II 

Tahun Anggaran 2016 

11. 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

12. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 Desa Tanjung Kemuning II 

Tahun Anggaran 2016 

13. 1 (satu) Bundel Revisi Dokumen Desain & RAB Desa Tanjung 

Kemuning II Tahun 2016 

14. 1 (satu) Bundel Berita acara serah terima penyelesaian hasil kegiatan 

15. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penutupan Kas Umum tertanggal 31 

Desember 2016  

16. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penutupan Kas Umum tertanggal 24 

Oktober 2016 
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17. 1 (satu) Bundel Revisi Dokumen Desain dan RAB Desa Tanjung 

Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 

2016  

18. 1 (satu) Bundel RAB Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) 

Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Tahun Anggaran 2016 

19. 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa (LPPD) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

20. 1 (satu) Bundel Usulan Pencairan Tahap 1 (60%) Alokasi Dana Desa 

(ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Dana Desa (DD) 

Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten 

Kaur 

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Surat 

Dakwaannya dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti yang 

telah disita secara sah dengan rincian sebagai berikut ; 

1. 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Tahun 

Anggaran 2016 

2. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2016 

3. 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan 

(APBDes-P) Desa Tanjung Kemuning II 

4. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Tahap 

1 (60%) Tahun anggaran 2016 

5. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Tahap 

2 (40%) Tahun anggaran 2016 

6. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I (60%) Desa 

Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

7. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II (40%) Desa 

Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

8. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester 

akhir tahun 

9. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 

10. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) 

Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 Desa Tanjung Kemuning II 

Tahun Anggaran 2016 



 Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 11 /Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl 

11. 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

12. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 Desa Tanjung Kemuning II 

Tahun Anggaran 2016 

13. 1 (satu) Bundel Revisi Dokumen Desain & RAB Desa Tanjung 

Kemuning II Tahun 2016 

14. 1 (satu) Bundel Berita acara serah terima penyelesaian hasil kegiatan 

15. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penutupan Kas Umum tertanggal 31 

Desember 2016  

16. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penutupan Kas Umum tertanggal 24 

Oktober 2016 

17. 1 (satu) Bundel Revisi Dokumen Desain dan RAB Desa Tanjung 

Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 

2016  

18. 1 (satu) Bundel RAB Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) 

Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Tahun Anggaran 2016 

19. 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa (LPPD) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

20. 1 (satu) Bundel Usulan Pencairan Tahap 1 (60%) Alokasi Dana Desa 

(ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Dana Desa (DD) Desa 

Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur 

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan 

saksi-saksi, keterangan terdakwa serta  barang bukti yang disebutkan diatas, 

antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Pengadilan 

memperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan 

perkara ini, fakta-fakta hukum tersebut akan diuraikan sebagai  berikut : 

1. Bahwa terdakwa Hendri Susanto Bin Nasin (alm) selaku Kepala Desa 

Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning yang diangkat 

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor ; 188.4.45-734 

Tahun 2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Pemberhn etian, 

Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di lingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Kaur Tahun 2013. 

2. Bahwa Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Tahun 

Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Kaur Nomor : 04 

Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana 

Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kaur, Desa Tanjung Kemuning 
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II menerima Dana Desa sebesar Rp 594.551.000,. (lima ratus sembilan 

Puluh Empat Juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah). 

3. Bahwa berdasarkan APBDes Desa Tanjung Kemuning II Tahun 

Anggaran 2016, Dana Desa tersebut dipergunakan untuk ; 

a. Pembangunan rabat beton 4 x 300 m sebesar Rp 

243.370.000,.(dua juta empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh 

puluh rupiah). 

b. Pembuatan TPT/Talud sepanjang 44 meter sebesar Rp 

38.160.000,. (tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu 

rupiah). 

c. Pembuatan jembatan beton sebesar Rp 75.433 .000,. (tujuh 

puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). 

d. Pembangunan siring sepanjajng 534 meter sebesar Rp 

207.502.000,. (dua ratus tujuh juta liam ratus dua ribu rupiah). 

4. Bahwa terdakwa Hendri Susanto bersama sektaris Desa dan 

Bendahara Desa pada tanggal 22 Juni 2016 telah mencairkan Dana 

Desa 60 % sebesar Rp 355.215.000,.(tiga ratus lima puluh lima juta dua 

ratus lima lima belas ribu rupiah ) di Bank Benngkulu Cabang Bintuhan 

dengan nomor rekening 3020201162979 an Desa Tanjung Kemuning II  

dan uang tersebut dipegang oleh terdakwa. 

5. Bahwa terdakwa Hendri Susanto besama sektaris Desa dan Bendahara 

Desa pada tanggal 28 November 2016 telah mencairkan Dana Desa 

40 % sebesar Rp 239.336.000,. (dua ratus tiga puluh sembilan juga tiga 

ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)  di Bank Benngkulu Cabang 

Bintuhan dengan nomor rekening 3020201162979 an Desa Tanjung 

Kemuning II.dan uang tersebut dipegang oleh terdakwa. 

6. Bahwa dalam pelaksnaan penggunaan Dana Desa terdakwa 

membelanjakan sendiri material yang akan diperlukan dalam 

pelaksanaan pembangunan yang tedapat dalam APBDes Desa Tanjung 

Kemuning II dan tidak melibatkan Tim TPK. 

7. Bahwa dalam pelaksaksanaan pembangunan rabat beton dan siring 

pasang terdakwa memborongkannya pada saksi Hermawan sebesar 

Rp 40.000.000,. (empat puluh juta rupiah) dan siring pasang sebesar 

Rp 40.000.000,. (empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya membuat 

Surat Pertanggungjawaban seolah-olah pekerjaan dilakukan secara 

swakelola. 

8. Bahwa Justarman yang diangkat sebagai Ketua TPK Desa Tanjung 
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Kemuning II tidak menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua TPK 

tidak menerima Honor sebagai Ketua TPK dan tidak difungsikan oleh 

Kepala Desa untuk menjalankan tupoksinya karena tugas dan 

fungsinya sebagai Ketua TPK  telah diambil alih oleh terdakwa. 

9. Bahwa  Jusman sebagai Ketua TPK tidak pernah menandatangani 

Gambar, SPJ semua tandatangan telah dipalsukan. 

10. Bahwa tandatangan pada Berita  Acara Serah Terima Penyelesaian 

Hasil Kegiatan Nomor : 003/2016/TPK/Tjk II tanggal 31 Desember 2016 

telah dipalsukan. 

11. Bahwa Okto Sohari yang diangkat sebagai Sekretaris Desa Tanjung 

Kemunin II tidak menerima Surat Keputrusan (SK) sebagai Skeretaris 

TPK, tidak menerima Honor dan sebagai Sekretaris TPK tidak 

difungsikan oleh Kepala Desa untuk menjalankan tupoksinya karena 

tugas dan fungsinya telah diambil alih oleh terdakwa. 

12. Bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada Meiki Erawan 

(yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung Kemuning) 

untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) terhadap 

pemberian bahan material bangunan dari Toko Sinar Handayani Manna. 

13. Bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada Meiki Erawan 

(yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung Kemuning) 

untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) Bahan Galian 

C (Kuari Sinar Kinal).  

14. Bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada Meiki Erawan 

(yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung Kemuning) 

untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) Honorarium 

TPK. 

15. Bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada Meiki Erawan 

(yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung Kemuning) 

untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) terhadap 

pembelian Bahan bakar Minyak dan Pelumas dari SPBU Syamhari 

Saleh. Tanda tangan dan stempel palsu karena yang berhak untuk 

menandatangai Hardian Sapta Nugraha dan operatur tidak berhak 

tanda tangan dan Herdian SAPTA Nugraha tidak pernah menerima 
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uang sebesar Rp 2.835.000,. (dua juta delapan ratus tiga puluh lima 

ribu rupiah) dan SPBU tersebut tidak pernah menjual minyak pelumas 

16. Bahwa terdakwa Hendri Susanto sebagai Kepala Desa Tanjung 

Kemuning II dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kemuning 

Tahun Anggaran 2016 0leh terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana 

dalam RAB sehinngga berdasarkan laporan hasil pemeriksaan 

Inspektorat Daerah Kaur Nomor : 700/53.a/LPH/ID/KK/2019 Tanggal 28 

November 2019 terdapat indikasi kerugian Keuangan Negara sebesar 

Rp 162.071.000,. (seratus enam pulu dua juta tujuh puluh satu ribu 

rupiah). 

17. Bahwa terdakwa sebagai Kades Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan 

Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dalam Pengelolaan Dana Desa TA. 

2016 Telah memborongkan dan membelanjakan sendiri uang tersebut 

yang seharusnya pelaksanaannya dikerjakan secara swakelola, atas 

perbuatannya tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Bupati 

Kaur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa 

di Desa sebagaimana diatur dalam ; 

a. Pasal 7 huruf f “Pengadaan barang/jasa di desa menerapkan 

prinsip 

Akuntabel yaotu ; harus sesuai dengan aturan dan ketentuan 

yang terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat 

dipertranggungjawabkan”. 

b. Pasal 12 ayat (1) Swakelola meruapakan kegiatan pengadaan 

barang/jasa diamana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, 

dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan. 

Ayat (2) “Pelaksanaan Swakelola oleh  Tim Pengelola Kegiatan 

(TPK)  mmeliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, 

pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggunjawaban 

hasil pekerjaan.   

  

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan Ditutup 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka  

Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan 

mempedomani tata cata yang diatur dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai 

dengan Ayat  (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan 

sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya  
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Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang 

dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah 

memenuhi unsur-unsur  tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh 

Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya : 

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah 

didakwa melakukan tindak pidana dengan bentuk dakwaan Subsidairitas 

Alternative sebagai berikut ; 

Kesatu 

PRIMAIR ; 

Didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . 

SUBSIDAIR 

Didakwa Melanggar Pasal 3 jo. Pasal  18  ayat (1) huruf b ayat (2), 

ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . 

ATAU 

Kedua 

Didakwa Melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2, ayat 3 

Undan.g-Undang Republik Indonesia Nomo 31 Tahun 1999  sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001  

tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . 

Menimbang, bahwa karena Surat dakwaan Penuntut Umum disusun 

secara Subsidairitas Alternative seperti tersebut diatas, Pengadilan akan 

mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan pada terdakwa, 

menurut Majelis Hakim pada terdakwa akan diterapkan pada Dakwaan Kesatu, 

maka Pengadilan  akan mempertimbangkan dakwaan yang paling berat 

terlebih dahulu yaitu Dakwaan Kesatu Primair, jika dakwaan Kesatu primair 

terbukti, maka dakwaan Kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya 

jika dakwaan Kesatu primair tidak terbukti, maka dakwaan Kesatu subsidair 

yang akan dibuktikan. 

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dalam dakwaan Kesatu Primair 

melanggar pasal 2 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik 
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Indonesia Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi;   

1.   Setiap Orang ;  

2. Secara melawan hukum ;  

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri,atau orang lain atau 

suatu  korporasi ;  

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;  

 

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian 

perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah 

bersesuaian dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 

sebagaimana dakwaan Kesatu Primair tersebut,Pengadilan akan 

mempertimbangkannya sebagai berikut : 

 

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ; 

Menimbang, bahwa dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang 

yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan 

pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht person yang 

merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak 

(beckwaam), tidak dibawah pengampuan (curatel) dan tidak sakit jiwa; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud 

Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dalam hal ini 

adalah Siapa saja atau   setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek 

hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani 

maupun rohaninya sehingga  terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk 

bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. 

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 892/K/Pid/1983 

yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam suatu tindak pidana 

korupsi bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai Pegawai Negeri Sipil 

tetapi juga termasuk Pegawai Swasta, Pengusaha dan Badan Hukum bahkan 

juga meliputi mereka yang menerima gaji, upah dari Keuangan Daerah atau 

Negara atau menggunakan modal dari negara dan masyarakat; 

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek 
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hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan dipersidangan. Pada 

persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa HENDRI 

SUSANTO Bin NASIN (alm) sebagai Kepala Desa Tanjung Kemuning II 

Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dengan segala identitasnya dan 

ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas terdakwa 

dipersidangan adalah bersesuaian dengan  identitas terdakwa yang tertera 

didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan alat bukti berupa 

keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yuridis sebagai 

berikut : 

1. Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya. 

2. Terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan 

kepadanya.  

3. Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam keadaan sehat 

jasmani dan rohani. 

Sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum dalam perkara ini 

sudah tepat dan tidak terjadi Error In Persona. 

Menimbang, bahwa dengan telah sesuainya identitas terdakwa yang 

dihadapkan dipersidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang 

terdapat dalam Surat Dakwaan, maka telah cukup pula bagi Pengadilan dalam 

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut 

tentang apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan 

sebagaimana yang didakwaakan oleh Penuntut Umum dalam Surat 

Dakwaannya, dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut 

merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal yang didakwakan 

oleh Penunut Umum dalam surat dakwaannya. 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas,  maka 

Pengadilan berpendapat bahwa unsur pertama yaitu ; unsur “Setiap Orang” 

telah Terpenuhi. 

Ad. b) Secara Melawan Hukum  

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto Bin Nasin (alm) selaku 

Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning yang diangkat 

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor ; 188.4.45-734 Tahun 

2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan 

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di lingkungan Pemerintahan Kabupaten 

Kaur Tahun 2013. 

Menimbang, bahwa Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung 

Kemuning Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Kaur 
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Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian 

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kaur. Bahwa atas penetapan 

tersebut Desa Tanjung Kemuning II menerima Dana Desa sebesar Rp 

594.551.000,. (lima ratus sembilan Puluh Empat Juta lima ratus lima puluh satu 

ribu rupiah). 

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes Desa Tanjung Kemuning II 

Tahun Anggaran 2016, Dana Desa tersebut dipergunakan untuk ; 

a. Pembangunan rabat beton 4 x 300 m sebesar Rp 243.370.000,.(dua 

juta empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). 

b. Pembuatan TPT/Talud sepanjang 44 meter sebesar Rp 38.160.000,. 

(tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). 

c. Pembuatan jembatan beton sebesar Rp 75.433 .000,. (tujuh puluh lima 

juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). 

d. Pembanguna siring sepanjajng 534 meter sebesar Rp 207.502.000,. 

(dua ratus tujuh juta liam ratus dua ribu rupiah). 

Menimbang, bahwa Jumlah pencairan tahap 1 (satu) yang 60% (enam 

puluh) persen berdasarkan Register SPP – SP2D (UP, TU, LS) pada tahap 1 

(satu) SPP Nomor: 521/SPP/LS/PPKD/2016, SPM Nomor: 

521/SPM/LS/PPKD/2016 tanggal 21 Juni 2016 sebagaimana SP2D Nomor 

4096/LS/SP2D/BUD2016 tanggal  22 Juni 2016 sebesar Rp. 355.215.000,- 

(tiga ratus  lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah); dan jumlah 

pencairan tahap 2 (satu) yang 40% (empat puluh) persen tersebut ?Register 

SPP Nomor: 1357/SPP/LS?PPKD/2016, SPM Nomor: 

1357/SPM/LS/PPKD/2016 tanggal 28 November 2016 sebagaimana SP2D 

Nomor:8956/LS/SP2D/BUD/2016 tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 

239.336.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu 

rupiah); 

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto bersama sektaris Desa 

dan Bendahara Desa pada tanggal 22 Juni 2016 telah mencairkan Dana Desa 

60 % sebesar Rp 355.215.000,.(tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima 

lima belas ribu rupiah ) di Bank Benngkulu Cabang Bintuhan dengan nomor 

rekening 3020201162979 an Desa Tanjung Kemuning II  dan uang tersebut 

dipegang oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto besama sektaris Desa 

dan Bendahara Desa pada tanggal 28 November 2016 telah mencairkan Dana 

Desa 40 % sebesar Rp 239.336.000,. (dua ratus tiga puluh sembilan juga tiga 

ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)  di Bank Benngkulu Cabang Bintuhan 
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dengan nomor rekening 3020201162979 an Desa Tanjung Kemuning II.dan 

uang tersebut dipegang oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa dalam pelaksnaan penggunaan Dana Desa 

terdakwa membelanjakan sendiri material yang akan diperlukan dalam 

pelaksanaan pembangunan yang tedapat dalam APBDes Desa Tanjung 

Kemuning II dan tidak melibatkan Tim TPK. 

Menimbang, bahwa dalam pelaksaksanaan pembangunan rabat beton 

sepanjang 300 meter dengan tebal 40 centimeter pada pencairan pertama 60 % 

dengan borongan Rp 40.000.000,. (empat puluh juta rupiah dan siring pasang 

terdakwa memborongkannya pada saksi Hermawan sebesar Rp 35.000.000,. 

(tiga puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya membuat Surat 

Pertanggungjawaban seolah-olah pekerjaan dilakukan secara swakelola. 

Menimbang, bahwa Justarman yang diangkat sebagai Ketua TPK Desa 

Tanjung Kemuning II tidak menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua TPK 

tidak menerima Honor sebagai Ketua TPK dan tidak difungasikan oleh Kepala 

Desa untuk menjalankan tupoksinya karena tugas dan fungsinya sebagai Ketua 

TPK  telah diambil alih oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa  Jusman sebagai Ketua TPK tidak pernah 

menandatangani Gambar, SPJ semua tandatangan telah dipalsukan. 

Menimbang, bahwa tandatangan pada Berita  Acara Serah Terima 

Penyelesaian Hasil Kegiatan Nomor : 003/2016/TPK/Tjk II tanggal 31 

Desember 2016 telah dipalsukan. 

Menimbang, bahwa Okto Sohari yang diangkat sebagai Sekretaris Desa 

Tanjung Kemunin II tidak menerima Surat Keputrusan (SK) sebagai Skeretaris 

TPK, tidak menerima Honor dan sebagai Sekretaris TPK tidak difungsikan oleh 

Kepala Desa untuk menjalankan tupoksinya karena tugas dan fungsinya telah 

diambil alih oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) terhadap pemberian 

bahan material bangunan dari Toko Sinar Handayani Manna, karena 

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pemilik toko material tersebut 

tidak pernah menandatangani SPJ tersebut cap dan tandatangan dipalsukan.. 

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 
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pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) Bahan Galian C 

(Kuari Sinar Kinal).  

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) Honorarium TPK. Dan 

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa TPK tidak pernah 

menerima honor tersebut. 

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) terhadap pembelian 

Bahan bakar Minyak dan Pelumas dari SPBU Syamhari Saleh. Tanda tangan 

dan stempel palsu karena yang berhak untuk menandatangai Hardian Sapta 

Nugraha dan operatur tidak berhak tanda tangan dan Herdian Sapta Nugraha 

tidak pernah menerima uang sebesar Rp 2.835.000,. (dua juta delapan ratus 

tiga puluh lima ribu rupiah) dan SPBU tersebut tidak pernah menjual minyak 

pelumas kepada Terdakwa. 

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto sebagai Kepala Desa 

Tanjung Kemuning II dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kemuning 

Tahun Anggaran 2016 0leh terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana dalam 

RAB sehinngga berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah 

Kaur Nomor : 700/53.a/LPH/ID/KK/2019 Tanggal 28 November 2019 terdapat 

indikasi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 162.071.000,. (seratus enam 

pulu dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) 

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto sebagai Kades Desa 

Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kabupaten Kaur dan sebagai 

Pengguna Angaran TA. 2016, sesui dengan Pasal 3 ayat (2) Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 yang mempunyai Kewenangan ; 

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan  APBDes; 

2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); 

3. Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan pajak; 

4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes ; 

dan  

5. Melakukan Tindakan  yang  mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBDes.   

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Hendri Susanto sebagai Kades 
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Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dan 

sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang juga 

Penangungjawab Pengelolaan Dana Desa dan Alikasi Dana Desa TA. 2016 

tersebut atas kekuasaannya sebagai Pengguna Anggaran APBDes telah 

menggunakan APBDes Desa Tanjung Kemuning II dan membeli sendiri material 

yang diperlukan dalam kegiatan tersebut dan membuat 

mempertanggunjawaban kegiatan seolah-olah dilaksanakan secara swakelola 

dan membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan yang senyatanya 

(markup) dan dalam kegiatan terdakwa Hendri Susanto tidak memperdayakan 

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) telah melalukan perbuatan melawan hukum 

sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diatur 

dalam ; 

a. Pasal 7 huruf (f) “Pengadaan barang/jasa di desa menerapkan 

prinsip 

Akuntabel yaotu ; harus sesuai dengan aturan dan ketentuan 

yang terkait pengadaan barang/jasa sehingga dapat 

dipertranggungjawabkan”. 

b. Pasal 12 ayat (1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan 

barang/jasa diamana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, 

dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan. 

Ayat (2) “Pelaksanaan Swakelola oleh  Tim Pengelola Kegiatan (TPK) meliputi 

kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan 

pertanggunjawaban hasil pekerjaan. 

Menimbang, bahwa bedasarkan uraian fakta tersebut diatas Terdakwa  

sebagai sebagai Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung 

Kemuning Kabupaten Kaur  dan sebagai Pengguna Anggaran telah terbukti 

melakukan perbuatan Melawan Hukum, Oleh karenanya Unsur “Melawan 

Hukum” telah terpenuhi. 

Ad. 3).  Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. 

Menimbang, bahwa unsur ke- tiga ini  bersifat alternative oleh karena  itu 

apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu 

dibuktikan lagi.  

      Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan 

bertambah kaya. Sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan 

sebagainya.  Memperkaya dapat juga berarti menjadikan orang yang belum 

kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. 
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     Menimbang, bahwa Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan 

kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak 

kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya. 

     Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri 

tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak. 

     Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam 

penjelasannya  mengenai apa itu memperkaya tidak diatur secara tegas, hanya 

dalam pasal 37 ayat (3 ) dan ayat (4) Undang-Unang ini yang memberi 

kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan sumber 

kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan 

penghasilannya sedemikian rupa atau penambahan kekayaan tersebut dapat 

digunakan untuk memperkuat saksi lain. Dalam hal tidak dapat dibuktikan 

tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber 

penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat 

bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. 

Menimbang,  bahwa penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah 

dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama, yang terang keduanya 

menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya 

diukur dari penghasilan yang diperolehnya. 

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan berdasarkan 

keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan petunjuk 

dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta yang akan dipertimbangkan ; 

Menimbang, bahwa Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung 

Kemuning Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Kaur 

Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian 

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kaur. Bahwa atas penetapan 

tersebut Desa Tanjung Kemuning II menerima Dana Desa sebesar Rp 

594.551.000,. (lima ratus sembilan Puluh Empat Juta lima ratus lima puluh satu 

ribu rupiah). 

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes Desa Tanjung Kemuning II 

Tahun Anggaran 2016, Dana Desa tersebut dipergunakan untuk ; 

a. Pembangunan rabat beton 4 x 300 m sebesar Rp 243.370.000,.(dua 

juta empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). 

b. Pembuatan TPT/Talud sepanjang 44 meter sebesar Rp 38.160.000,. 

(tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). 

c. Pembuatan jembatan beton sebesar Rp 75.433 .000,. (tujuh puluh lima 
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juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). 

d. Pembanguna siring sepanjajng 534 meter sebesar Rp 207.502.000,. 

(dua ratus tujuh juta liam ratus dua ribu rupiah). 

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto bersama sektaris Desa 

dan Bendahara Desa pada tanggal 22 Juni 2016 telah mencairkan Dana Desa 

60 % sebesar Rp 355.215.000,.(tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima 

lima belas ribu rupiah ) di Bank Benngkulu Cabang Bintuhan dengan nomor 

rekening 3020201162979 an Desa Tanjung Kemuning II  dan uang tersebut 

dipegang oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto besama sektaris Desa 

dan Bendahara Desa pada tanggal 28 November 2016 telah mencairkan Dana 

Desa 40 % sebesar Rp 239.336.000,. (dua ratus tiga puluh sembilan juga tiga 

ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)  di Bank Benngkulu Cabang Bintuhan 

dengan nomor rekening 3020201162979 an Desa Tanjung Kemuning II.dan 

uang tersebut dipegang oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa dalam pelaksnaan penggunaan Dana Desa 

terdakwa membelanjakan sendiri material yang akan diperlukan dalam 

pelaksanaan pembangunan yang tedapat dalam APBDes Desa Tanjung 

Kemuning II dan tidak melibatkan Tim TPK. 

Menimbang, bahwa dalam pelaksaksanaan pembangunan rabat beton 

dan siring pasang terdakwa memborongkannya pada saksi Hermawan sebesar 

Rp 40.000.000,. (empat puluh juta rupiah) dan siring pasang sebesar Rp 

40.000.000,. (empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya membuat Surat 

Pertanggungjawaban seolah-olah pekerjaan dilakukan secara swakelola. 

Menimbang, bahwa Justarman yang diangkat sebagai Ketua TPK Desa 

Tanjung Kemuning II tidak menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua TPK 

tidak menerima Honor sebagai Ketua TPK dan tidak difungasikan oleh Kepala 

Desa untuk menjalankan tupoksinya karena tugas dan fungsinya sebagai Ketua 

TPK  telah diambil alih oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa  Jusman sebagai Ketua TPK tidak pernah 

menandatangani Gambar, SPJ semua tandatangan telah dipalsukan. 

Menimbang, bahwa tandatangan pada Berita  Acara Serah Terima 

Penyelesaian Hasil Kegiatan Nomor : 003/2016/TPK/Tjk II tanggal 31 

Desember 2016 telah dipalsukan. 

Menimbang, bahwa Okto Sohari yang diangkat sebagai Sekretaris Desa 

Tanjung Kemunin II tidak menerima Surat Keputrusan (SK) sebagai Skeretaris 

TPK, tidak menerima Honor dan sebagai Sekretaris TPK tidak difungsikan oleh 
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Kepala Desa untuk menjalankan tupoksinya karena tugas dan fungsinya telah 

diambil alih oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) terhadap pemberian 

bahan material bangunan dari Toko Sinar Handayani Manna, karena 

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pemilik toko material tersebut 

tidak pernah menandatangani SPJ tersebut cap dan tandatangan dipalsukan.. 

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) Bahan Galian C 

(Kuari Sinar Kinal).  

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) Honorarium TPK. Dan 

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa TPK tidak pernah 

menerima honor tersebut. 

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) terhadap pembelian 

Bahan bakar Minyak dan Pelumas dari SPBU Syamhari Saleh. Tanda tangan 

dan stempel palsu karena yang berhak untuk menandatangai Hardian Sapta 

Nugraha dan operatur tidak berhak tanda tangan dan Herdian Sapta Nugraha 

tidak pernah menerima uang sebesar Rp 2.835.000,. (dua juta delapan ratus 

tiga puluh lima ribu rupiah) dan SPBU tersebut tidak pernah menjual minyak 

pelumas kepada Terdakwa. 

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto sebagai Kepala Desa 

Tanjung Kemuning II dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kemuning 

Tahun Anggaran 2016 0leh terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana dalam 

RAB sehinngga berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah 

Kaur Nomor : 700/53.a/LPH/ID/KK/2019 Tanggal 28 November 2019 terdapat 

indikasi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 162.071.000,. (seratus enam 

pulu dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) 
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Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwa    

dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa Tanjung Kenuning 

II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabuapten Kaur TA. 2016 telah memperkaya 

Terdakwa, Korporasi atau orang lain,  tidak dapat dibuktikan adanya 

pertambahan kekayaan Terdakwa, Korporasi atau orang lain, sebelum dan 

sesudah kegiatan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 

tersebu tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup, misalnya suka 

berfoya-foya setelah adanya kegiatan Pengelolaan dana tersebut. 

Menimbang, bahwa  oleh karena tidak cukup bukti yang membuktikan 

bahwa Terdakwa adanya penambahan kekayaan yang signifikan, Korporasi 

atau orang lain menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka Majelis Hakim 

berpendapat unsur ini tidak terbukti; 

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair 

tidak terbukti, maka Unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu 

dibuktikan lagi dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair, 

Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair 

tersebut; 

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, 

maka akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar pasal 3 jo 

Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut : 

1. Unsur  : Setiap Orang;  

2. Unsur : Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang 

Lain atau Suatu Korporasi 

3. Unsur  : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau 

Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan; 

4. Unsur :Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomi-

an Negara;  

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam 

dakwaan  Subsidair ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” 

sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Kesatu Primair diatas ; 
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Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan ketika 

mampertimbangkan dakwaan Primair di atas dan telah dinyatakan terbukti, 

untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka  secara Mutatis mutandis  

Pengadilan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam 

mempertimbang dakwaan Kesatu Subsidair dan karenanya pula unsur “Setiap 

Orang” dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini telah terpenuhi; 

Ad. 2. Unsur: “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang 

Lain atau Suatu Korporasi”; 

- Bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang 

Lain atau Suatu Korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata 

“atau” dalam unsur kedua ini memberikan kapasitas yang sama 

terhadap unsur subyek berupa “Diri Sendiri”, unsur subyek berupa 

“Orang Lain”, dan unsur subyek berupa “Suatu Korporasi”, artinya 

apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilakukan dengan 

tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka 

dengan sendirinya unsur yang kedua dalam dakwaan Subsidair ini telah 

terpenuhi; 

- Bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain” dalam ilmu hukum pidana disebut “bijkomed oogmerk”, 

dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu 

pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut; 

- Bahwa sebagaimana juga dimaksud dalam Yurisprudensii Mahkamah 

Agung RI. Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 disebutkan 

bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan 

dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya 

karena jabatan atau kedudukan”. 

- Bahwa menurut Pengadilan, kata “dengan tujuan” dalam unsur kedua 

dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2001 ini, menunjukkan adanya suatu kehendak yang 

ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat, yang ditujukan untuk 

memperoleh/memberi suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan 

adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, 

disyaratkan adanya niat atau ada kehendak atau ada kesengajaan pada 

diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan 

yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau 
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menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu 

korporasi; 

- Bahwa menurut Pengadilan yang dimaksud dengan “menguntungkan” 

adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa 

sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa 

diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau 

potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap 

dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi,  yang diajukan dalam perkara 

ini, serta bersesuai pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa 

Surat yang diajukan ke persidangan, yang akan dipertimbangkan sebagai 

berikut : 

Menimbang, bahwa Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung 

Kemuning Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Kaur 

Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian 

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kaur, Desa Tanjung Kemuning II 

menerima Dana Desa sebesar Rp 594.551.000,. (lima ratus sembilan Puluh 

Empat Juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah). 

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes Desa Tanjung Kemuning II 

Tahun Anggaran 2016, Dana Desa tersebut dipergunakan untuk ; 

a. Pembangunan rabat beton 4 x 300 m sebesar Rp 

243.370.000,.(dua juta empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh 

puluh rupiah). 

b. Pembuatan TPT/Talud sepanjang 44 meter sebesar Rp 

38.160.000,. (tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu 

rupiah). 

c. Pembuatan jembatan beton sebesar Rp 75.433 .000,. (tujuh 

puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). 

d. Pembanguna siring sepanjajng 534 meter sebesar Rp 

207.502.000,. (dua ratus tujuh juta liam ratus dua ribu rupiah) 

Menimbng, bahwa Jumlah pencairan tahap 1 (satu) yang 60% (enam 

puluh) persen berdasarkan Register SPP – SP2D (UP, TU, LS) pada tahap 1 

(satu) SPP Nomor: 521/SPP/LS/PPKD/2016, SPM Nomor: 

521/SPM/LS/PPKD/2016 tanggal 21 Juni 2016 sebagaimana SP2D Nomor 

4096/LS/SP2D/BUD2016 tanggal  22 Juni 2016 sebesar Rp. 355.215.000,- 

(tiga ratus  lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah); Dan jumlah 

pencairan tahap 2 (satu) yang 40% (empat puluh) persen tersebut ?Register 
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SPP Nomor: 1357/SPP/LS?PPKD/2016, SPM Nomor: 

1357/SPM/LS/PPKD/2016 tanggal 28 November 2016 sebagaimana SP2D 

Nomor:8956/LS/SP2D/BUD/2016 tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 

239.336.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu 

rupiah);. 

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto bersama sektaris Desa 

dan Bendahara Desa pada tanggal 22 Juni 2016 telah mencairkan Dana Desa 

60 % sebesar Rp 355.215.000,.(tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima 

lima belas ribu rupiah ) di Bank Benngkulu Cabang Bintuhan dengan nomor 

rekening 3020201162979 an Desa Tanjung Kemuning II  dan uang tersebut 

dipegang oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto besama sektaris Desa 

dan Bendahara Desa pada tanggal 28 November 2016 telah mencairkan Dana 

Desa 40 % sebesar Rp 239.336.000,. (dua ratus tiga puluh sembilan juga tiga 

ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)  di Bank Benngkulu Cabang Bintuhan 

dengan nomor rekening 3020201162979 an Desa Tanjung Kemuning II.dan 

uang tersebut dipegang oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa 

terdakwa membelanjakan sendiri material yang akan diperlukan dalam 

pelaksanaan pembangunan yang terdapat dalam APBDes Desa Tanjung 

Kemuning II dan tidak melibatkan Tim TPK. 

Menimbang, bahwa dalam pelaksaksanaan pembangunan rabat beton 

sepanjang 300 meter dengan tebal 40 centimeter pada pencairan pertama 60 % 

dengan borongan Rp 40.000.000,. (empat puluh juta rupiah dan siring pasang 

terdakwa memborongkannya pada saksi Hermawan sebesar Rp 35.000.000,. 

(tiga puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya membuat Surat 

Pertanggungjawaban seolah-olah pekerjaan dilakukan secara swakelola. 

Menimbang, bahwa Justarman yang diangkat sebagai Ketua TPK Desa 

Tanjung Kemuning II tidak menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua TPK 

tidak menerima Honor sebagai Ketua TPK dan tidak difungsikan oleh Kepala 

Desa untuk menjalankan tupoksinya karena tugas dan fungsinya sebagai Ketua 

TPK  telah diambil alih oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa  Justarman sebagai Ketua TPK tidak pernah 

menandatangani Gambar, SPJ semua tandatangan telah dipalsukan. 

Menimbang, bahwa tandatangan pada Berita  Acara Serah Terima 

Penyelesaian Hasil Kegiatan Nomor : 003/2016/TPK/Tjk II tanggal 31 

Desember 2016 telah dipalsukan. 
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Menimbang, bahwa Okto Sohari yang diangkat sebagai Sekretaris Desa 

Tanjung Kemunin II tidak menerima Surat Keputrusan (SK) sebagai Skeretaris 

TPK, tidak menerima Honor dan sebagai Sekretaris TPK tidak difungsikan oleh 

Kepala Desa untuk menjalankan tupoksinya karena tugas dan fungsinya telah 

diambil alih oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) terhadap pemberian 

bahan material bangunan dari Toko Sinar Handayani Manna, karena 

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pemilik toko tersebut tidak 

pernah menandatangani SPJ tersebut cap dan tandatangan dipalsukan.. 

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) Bahan Galian C 

(Kuari Sinar Kinal).  

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) Honorarium TPK. Dan 

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa TPK tidak pernah 

menerima honor tersebut. 

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) terhadap pembelian 

Bahan bakar Minyak dan Pelumas dari SPBU Syamhari Saleh. Tanda tangan 

dan stempel palsu karena yang berhak untuk menandatangai Hardian Sapta 

Nugraha dan operatur tidak berhak tanda tangan dan Herdian Sapta Nugraha 

tidak pernah menerima uang sebesar Rp 2.835.000,. (dua juta delapan ratus 

tiga puluh lima ribu rupiah) dan SPBU tersebut tidak pernah menjual minyak 

pelumas kepada Terdakwa. 

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto sebagai Kepala Desa 

Tanjung Kemuning II dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kemuning 

Tahun Anggaran 2016 dikelola sendiri 0leh terdakwa sehingga terdapat selisih 

pert anggungjawan dengan yang senyatanya yang harus 
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dipertanggungjawabkan, selisih tersebut merupakan keuntungan terdakwa,  

sehinngga berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kaur 

Nomor : 700/53.a/LPH/ID/KK/2019 Tanggal 28 November 2019 terdapat indikasi 

kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 162.071.000,. (seratus enam pulu dua 

juta tujuh puluh satu ribu rupiah).  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah 

dipertimbangkan tersebut, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa perbuatan 

terdakwa telah menguntungkan terdakwa , Orang lain atau Suatu Korporasi , 

maka unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau 

Suatu Korporasi” telah terpenuhi. 

Ad) 3. Unsur  : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau 

Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau 

Kedudukan; 

Bahwa masing-masing perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana 

yang ke-tiga ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan 

tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak 

pidana yang ke-tiga ini telah terpenuhi; 

Bahwa jika dilihat dari konstruksi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, 

maka ada enam alternatif perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya 

dengan perbuatan yang  dilakukan oleh terdakwa, yaitu: 

-   Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan; atau 

-  Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan; atau 

-  Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan; atau 

-  Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan; atau 

-  Menyalahgunakan sarana karena jabatan; atau 

-  Menyalahgunakan sarana karena kedudukan; 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang NO.20 Tahun2001 

tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi 

dalam delik pasal 3 UU NO. 31 Tahun 1999 jo UU NO.20 Tahun 2001 adalah ; 

1. Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara 

menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

karena jabatan atau kedudukan.       

2. Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau 

Perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan 

cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena 

kedudukan saja. 
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 Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang NO 20 Tahun 2001 Pelaku Tindak Pidana 

Korupsi  dalam delik pasal 3 Undang-Undang NO 31 Tahun 1999 Jo Undang-

Undang 20 Tahun 2001 tersebut, Oleh karena pada saat pelaksanaan 

penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung 

Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur,  Terdakwa 

sebagai Kepala Desa Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kabupaten Kaur, berdasarkan konstruksi unsur ke-tiga ini, maka terdapat 6 

alternative perbuatan yang dapat dibuktikan dalam kaitannya dengan perbuatan 

yang  dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena 

unsur ini bersifat alternative, maka terhadap terdakwa allternative yang akan 

diterapkan yaitu: dengan cara menyalahgunakan kewenangan karena 

Kedudukannya sebagai Kepala Desa Tanjung Kemuning  II Kabupaten Kaur.  

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah 

“peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum 

dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan 

atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya 

“kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan 

dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa 

kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum 

yang telah ada 

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto Bin Nasin (alm) selaku 

Kepala Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning yang diangkat 

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kaur Nomor ; 188.4.45-734 Tahun 

2013 tanggal 03 Desember 2013 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan 

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di lingkungan Pemerintahan Kabupaten 

Kaur Tahun 2013. 

Menimbang, bahwa Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung 

Kemuning Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Kaur 

Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian 

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kaur. Bahwa atas penetapan 

tersebut Desa Tanjung Kemuning II menerima Dana Desa sebesar Rp 

594.551.000,. (lima ratus sembilan Puluh Empat Juta lima ratus lima puluh satu 

ribu rupiah). 

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes Desa Tanjung Kemuning II 

Tahun Anggaran 2016, Dana Desa tersebut dipergunakan untuk ; 

a. Pembangunan rabat beton 4 x 300 m sebesar Rp 243.370.000,.(dua 
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juta empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). 

b. Pembuatan TPT/Talud sepanjang 44 meter sebesar Rp 38.160.000,. 

(tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). 

c. Pembuatan jembatan beton sebesar Rp 75.433 .000,. (tujuh puluh lima 

juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). 

d. Pembanguna siring sepanjajng 534 meter sebesar Rp 207.502.000,. 

(dua ratus tujuh juta liam ratus dua ribu rupiah) 

Menimbang, bahwa Jumlah pencairan tahap 1 (satu) yang 60% (enam 

puluh) persen berdasarkan Register SPP – SP2D (UP, TU, LS) pada tahap 1 

(satu) SPP Nomor: 521/SPP/LS/PPKD/2016, SPM Nomor: 

521/SPM/LS/PPKD/2016 tanggal 21 Juni 2016 sebagaimana SP2D Nomor 

4096/LS/SP2D/BUD2016 tanggal  22 Juni 2016 sebesar Rp. 355.215.000,- 

(tiga ratus  lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah); dan jumlah 

pencairan tahap 2 (satu) yang 40% (empat puluh) persen tersebut ?Register 

SPP Nomor: 1357/SPP/LS?PPKD/2016, SPM Nomor: 

1357/SPM/LS/PPKD/2016 tanggal 28 November 2016 sebagaimana SP2D 

Nomor:8956/LS/SP2D/BUD/2016 tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 

239.336.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu 

rupiah);. 

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto bersama sektaris Desa 

dan Bendahara Desa pada tanggal 22 Juni 2016 telah mencairkan Dana Desa 

60 % sebesar Rp 355.215.000,.(tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima 

lima belas ribu rupiah ) di Bank Benngkulu Cabang Bintuhan dengan nomor 

rekening 3020201162979 an Desa Tanjung Kemuning II  dan uang tersebut 

dipegang oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto besama sektaris Desa 

dan Bendahara Desa pada tanggal 28 November 2016 telah mencairkan Dana 

Desa 40 % sebesar Rp 239.336.000,. (dua ratus tiga puluh sembilan juga tiga 

ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)  di Bank Benngkulu Cabang Bintuhan 

dengan nomor rekening 3020201162979 an Desa Tanjung Kemuning II.dan 

uang tersebut dipegang oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa dalam pelaksnaan penggunaan Dana Desa 

terdakwa membelanjakan sendiri material yang akan diperlukan dalam 

pelaksanaan pembangunan yang tedapat dalam APBDes Desa Tanjung 

Kemuning II dan tidak melibatkan Tim TPK. 

Menimbang, bahwa dalam pelaksaksanaan pembangunan rabat beton 

sepanjang 300 meter dengan tebal 40 centimeter pada pencairan pertama 60 % 
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dengan borongan Rp 40.000.000,. (empat puluh juta rupiah dan siring pasang 

terdakwa memborongkannya pada saksi Hermawan sebesar Rp 35.000.000,. 

(tiga puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya membuat Surat 

Pertanggungjawaban seolah-olah pekerjaan dilakukan secara swakelola. 

Menimbang, bahwa Justarman yang diangkat sebagai Ketua TPK Desa 

Tanjung Kemuning II tidak menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua TPK 

tidak menerima Honor sebagai Ketua TPK dan tidak difungasikan oleh Kepala 

Desa untuk menjalankan tupoksinya karena tugas dan fungsinya sebagai Ketua 

TPK  telah diambil alih oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa  Jusman sebagai Ketua TPK tidak pernah 

menandatangani Gambar, SPJ semua tandatangan telah dipalsukan. 

Menimbang, bahwa tandatangan pada Berita  Acara Serah Terima 

Penyelesaian Hasil Kegiatan Nomor : 003/2016/TPK/Tjk II tanggal 31 

Desember 2016 telah dipalsukan. 

Menimbang, bahwa Okto Sohari yang diangkat sebagai Sekretaris Desa 

Tanjung Kemunin II tidak menerima Surat Keputrusan (SK) sebagai Skeretaris 

TPK, tidak menerima Honor dan sebagai Sekretaris TPK tidak difungsikan oleh 

Kepala Desa untuk menjalankan tupoksinya karena tugas dan fungsinya telah 

diambil alih oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) terhadap pemberian 

bahan material bangunan dari Toko Sinar Handayani Manna, karena 

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pemilik toko tersebut tidak 

pernah menandatangani SPJ tersebut cap dan tandatangan dipalsukan.. 

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) Bahan Galian C 

(Kuari Sinar Kinal).  

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) Honorarium TPK. Dan 

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa TPK tidak pernah 

menerima honor tersebut. 
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Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) terhadap pembelian 

Bahan bakar Minyak dan Pelumas dari SPBU Syamhari Saleh. Tanda tangan 

dan stempel palsu karena yang berhak untuk menandatangai Hardian Sapta 

Nugraha dan operatur tidak berhak tanda tangan dan Herdian Sapta Nugraha 

tidak pernah menerima uang sebesar Rp 2.835.000,. (dua juta delapan ratus 

tiga puluh lima ribu rupiah) dan SPBU tersebut tidak pernah menjual minyak 

pelumas kepada Terdakwa. 

Menimbang, bahawa terdakwa Hendri Susanto sebagai Kepala Desa 

Tanjung Kemuning II dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran  Dana Desa 

dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 yang telah mencairkan Dana 

Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan 

Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur TA.  2016  tersebut 100 % dan telah 

membuat pertanggungjawaban dana yang digunakan tidak sesuai dengan yang 

senyatanya dibelanjakan oleh terdakwa,  dan terdakwa telah memerintahkan 

saksi Daksa Bin Sugi untuk melengkapi Surat Pertanggungjawaban dengan 

memberikan cap toko Sinar Handayani dan Kuari Sinar Kinal milik saksi Nekson 

serta biaya BBM Kemudian saksi Daksa Bin Sugi memalsukan tanda tangan 

saksi Febro, saksi Nekson dan saksi Herdian ,  atas perbuatannya ini, 

sehingga merugikan keuangan negara.  

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto sebagai Kepala Desa 

Tanjung Kemuning II dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kemuning 

Tahun Anggaran 2016 0leh terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya 

sehinngga berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kaur 

Nomor : 700/53.a/LPH/ID/KK/2019 Tanggal 28 November 2019 terdapat indikasi 

kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 162.071.000,. (seratus enam pulu dua 

juta tujuh puluh satu ribu rupiah) 

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Kades Desa Tanjung Kemuning 

II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dalam Pengelolaan Dana 

Desa TA. 2016 Telah memborongkan dan membelanjakan sendiri uang tersebut 

yang seharusnya pelaksnaannya dikerjakan secara swakelola, dan dalam 

pelaksanaan pekerjaan tersebut harus mempedomani Peraturan Bupati Kaur 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 

sebagaimana diatur dalam ; 

a. Pasal 7 huruf (f) “Pengadaan barang/jasa di desa menerapkan prinsip 
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Akuntabel yaotu ; harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait 

pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertranggungjawabkan”. 

b. Pasal 12 ayat (1) Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa 

dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri 

oleh Tim Pengelola Kegiatan. 

Ayat (2) “Pelaksanaan Swakelola oleh  Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 

meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, 

pelaporan dan pertanggunjawaban hasil pekerjaan. 

 

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto sebagai Kades Desa 

Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kabupaten Kaur dan sebagai 

Pengguna Angaran TA. 2016, sesui dengan Pasal 3 ayat (2) Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 yang mempunyai Kewenangan ; 

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan  APBDes; 

2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); 

3. Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan pajak; 

4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes ; 

dan 

5. Melakukan Tindakan  yang  mengakibatkan pengeluaran atas beban 

APBDes. 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas bahwa  

terdakwa Kades Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kabupaten Kaur dalam Pengelolaan Dana Desa TA. 2016  telah 

menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena Kedudukannya 

sebagai Kepala Desa Tanjung Kemuning II dan sebagai Pengguna Anggaran 

Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 di Desa Tanjung 

Kemuning II. 

Menimbang, bahwa Oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut dalam 

penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 di Desa 

Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah 

memenuhi unsur tindak pidana yang ke-tiga ini, yaitu ; unsur 

Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.  

Ad. 4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau 

Perekonomian Negara”;  
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Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara menurut Penjelasan 

Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara 

dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di 

dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul 

karena: 

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-

jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di 

daerah; 

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-

jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, 

Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan 

modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak 

ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara; 

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa 

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang 

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban tersebut, meliputi:  

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan 

uang, dan melakukan pinjaman; 

2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 

pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 

3. Penerimaan negara; 

4. Pengeluaran negara; 

5. Penerimaan daerah; 

6. Pengeluaran daerah; 

7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak 

lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain 

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan 

pada perusahaan negara/perusahaan daerah; 

8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 

9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang 

diberikan pemerintah; 

Bahwa pada Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa: “kerugian negara/daerah 
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adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti 

jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun 

lalai”; dimana menurut Pengadilan pengertian kata “Nyata” dalam pasal tersebut 

adalah perolihannya harus dapat dibuktikan, dan pengertian kata “Pasti 

Jumlahnya” adalah bahwa barang atau uang tersebut dapat dihitung jumlahnya; 

Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena: 

1. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, 

yang seharusnya tidak dikeluarkan; 

2. Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, 

yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang 

berlaku; 

3. Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, 

yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan 

dengan uang palsu atau barang fiktif; 

4. Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, 

yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, 

termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas 

tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria; 

5. Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada; 

6. Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya; 

7. Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki; 

8. Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima; 

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan 

perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas 

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada 

kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, 

kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat; 

Bahwa dalam kaitannya dengan unsur “Dapat Menimbulkan Kerugian” ini, 

PAF. Lamintang sebagaimana pendapatnya dikutip oleh R. Wiyono dalam 

bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, 

Edisi kedua, Tahun 2012, Penerbit Sinar Grafika, Hlm. 28, mengemukakan:  

“Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak 

pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), sudah 

cukup jika terdapat alat-alat bukti yang dapat membuktikan kemungkinan 

terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, 

bahkan pelaku tidak perlu membayangkan tentang kemungkinan 
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terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara 

tersebut”; 

Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 

003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, dalam pertimbangan hukumnya antara 

lain menyebutkan: 

„‟kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang 

berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. 

Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah 

jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan 

secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti 

tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi 

atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap 

perlu mempermudah beban pembuktian tersebut.” 

Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata 

atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara 

dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntut dan memidana pelaku, 

sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain 

atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (wederrechtelijk) telah 

terbukti. Karena tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang a quo 

sebagai delik formil. …. Dan bukan sebagai delik materil yang mensyaratkan 

“akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi”. 

Bahwa dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat 

diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak 

pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) ataupun Pasal 3 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan 

Negara atau Perekonomian Negara tidak harus sudah benar-benar terjadi, dan 

cukup apabila telah mampu dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana lainnya dari pasal yang didakwakan 

tersebut dan telah ada potensi untuk terjadinya kerugian bagi keuangan negara 

atau perekonomian negara; 

 

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya  tentang Kerugian 

keuangan Negara baik kerugian keuangan Negara akibat perbuatan pasal 2 dan 

pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001, Makamah Konsitusi dalam Putusan Nomor : 25/PUU/-X1V/2016 

Tanggal 25 Januari 2016, dalam putusannya tersebut “ Bahwa penerapan unsur 
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merugikan keuangan dengan menggunakan actual loos akan memberikan 

kepastian hukum yang adil dan telah bersesuain dengan upaya Sinkronisasi dan 

Harmonisasi hukum Nasional dan internasional, seperti dengan Undang-

Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 ( United Nation Convention Againt 

Corruption, 2003) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2006. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 

dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang diajukan 

dipersidangan  dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat-surat, 

serta bersesuai pula dengan keterangan terdakwa dan Barang Bukti berupa 

Surat yang diajukan ke persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai 

berikut ; 

Menimbang, bahwa Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung 

Kemuning Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Bupati Kaur 

Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian 

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kaur. Bahwa atas penetapan 

tersebut Desa Tanjung Kemuning II menerima Dana Desa sebesar Rp 

594.551.000,. (lima ratus sembilan Puluh Empat Juta lima ratus lima puluh satu 

ribu rupiah). 

Menimbang, bahwa berdasarkan APBDes Desa Tanjung Kemuning II 

Tahun Anggaran 2016, Dana Desa tersebut dipergunakan untuk ; 

a. Pembangunan rabat beton 4 x 300 m sebesar Rp 243.370.000,.(dua 

juta empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). 

b. Pembuatan TPT/Talud sepanjang 44 meter sebesar Rp 38.160.000,. 

(tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). 

c. Pembuatan jembatan beton sebesar Rp 75.433 .000,. (tujuh puluh lima 

juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). 

d. Pembangunan siring sepanjajng 534 meter sebesar Rp 207.502.000,. 

(dua ratus tujuh juta liam ratus dua ribu rupiah). 

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto bersama sektaris Desa 

dan Bendahara Desa pada tanggal 22 Juni 2016 telah mencairkan Dana Desa 

60 % sebesar Rp 355.215.000,.(tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus lima 

lima belas ribu rupiah ) di Bank Benngkulu Cabang Bintuhan dengan nomor 

rekening 3020201162979 an Desa Tanjung Kemuning II  dan uang tersebut 
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dipegang oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto besama sektaris Desa 

dan Bendahara Desa pada tanggal 28 November 2016 telah mencairkan Dana 

Desa 40 % sebesar Rp 239.336.000,. (dua ratus tiga puluh sembilan juga tiga 

ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)  di Bank Benngkulu Cabang Bintuhan 

dengan nomor rekening 3020201162979 an Desa Tanjung Kemuning II.dan 

uang tersebut dipegang oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa dalam pelaksnaan penggunaan Dana Desa 

terdakwa membelanjakan sendiri material yang akan diperlukan dalam 

pelaksanaan pembangunan yang terdapat dalam APBDes Desa Tanjung 

Kemuning II dan tidak melibatkan Tim TPK. 

Menimbang, bahwa dalam pelaksaksanaan pembangunan rabat beton 

dan siring pasang terdakwa memborongkannya pada saksi Hermawan sebesar 

Rp 40.000.000,. (empat puluh juta rupiah) dan siring pasang sebesar Rp 

40.000.000,. (empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya membuat Surat 

Pertanggungjawaban seolah-olah pekerjaan dilakukan secara swakelola. 

Menimbang, bahwa Justarman yang diangkat sebagai Ketua TPK Desa 

Tanjung Kemuning II tidak menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Ketua TPK 

tidak menerima Honor sebagai Ketua TPK dan tidak difungasikan oleh Kepala 

Desa untuk menjalankan tupoksinya karena tugas dan fungsinya sebagai Ketua 

TPK  telah diambil alih oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa  Justarman sebagai Ketua TPK tidak pernah 

menandatangani Gambar, SPJ semua tandatangan telah dipalsukan. 

Menimbang, bahwa tandatangan pada Berita  Acara Serah Terima 

Penyelesaian Hasil Kegiatan Nomor : 003/2016/TPK/Tjk II tanggal 31 

Desember 2016 telah dipalsukan. 

Menimbang, bahwa Okto Sohari yang diangkat sebagai Sekretaris Desa 

Tanjung Kemunin II tidak menerima Surat Keputrusan (SK) sebagai Skeretaris 

TPK, tidak menerima Honor dan sebagai Sekretaris TPK tidak difungsikan oleh 

Kepala Desa untuk menjalankan tupoksinya karena tugas dan fungsinya telah 

diambil alih oleh terdakwa. 

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) terhadap pemberian 

bahan material bangunan dari Toko Sinar Handayani Manna, karena 

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pemilik yaitu : Toko Sinar 
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Handayani Manna tidak pernah menandatangani SPJ tersebut cap dan 

tandatangan dipalsukan 

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) Bahan Galian C 

(Kuari Sinar Kinal).  

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) Honorarium TPK. Dan 

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa TPK tidak pernah 

menerima honor tersebut. 

Menimbang, bahwa atas perintah terdakwa Hendri Susanto kepada 

Meiki Erawan (yang membuar SPJ) dan Daksa (Bendahara Desa Tanjung 

Kemuning) untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) telah terjadi 

pemalsuan Dokumen Laporan pertanggunjawaban (SPJ) terhadap pembelian 

Bahan bakar Minyak dan Pelumas dari SPBU Syamhari Saleh. Tanda tangan 

dan stempel palsu karena yang berhak untuk menandatangai Hardian Sapta 

Nugraha dan operatur tidak berhak tanda tangan dan Herdian Sapta Nugraha 

tidak pernah menerima uang sebesar Rp 2.835.000,. (dua juta delapan ratus 

tiga puluh lima ribu rupiah) dan SPBU tersebut tidak pernah menjual minyak 

pelumas kepada Terdakwa. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap 

dipersidangan diketahui bahwa terdakwa sebagai Pengguna Anggaran yang 

telah mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa 

Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning TA.  2016 Telah 

mencairkan dana tersebut 100 % dan telah membuat pertanggungjawaban dana 

yang digunakan tidak sesuai dengan yang senyatanya dibelanjakan oleh 

terdakwa,  dan terdakwa telah memerintahkan saksi Daksa Bin Sugi untuk 

melenkapi Surat Pertanggungjawaban dengan memberikan cap toko Sinar 

Handayani dan Kuari Sinar Kinal milik saksi Nekson serta biaya BBM Kemudian 

saksi Daksa Bin Sugi memalsukan tanda tangan saksi Febro, saksi Nekson dan 

saksi Herdian ,  atas perbuatannya ini, sehingga merugikan keuangan negara.  

Menimbang, bahwa terdakwa Hendri Susanto sebagai Kepala Desa 

Tanjung Kemuning II dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kemuning 

Tahun Anggaran 2016 Laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya tidak 
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sesuai dengan yang senyatanya, sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit 

Perhitungan Kerugian Keungan Negara oleh Inspektorat Daerah Kaur Nomor : 

700/53.a/LPH/ID/KK/2019 Tanggal 28 November 2019 terdapat indikasi 

kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 162.071.000,. (seratus enam pulu dua 

juta tujuh puluh satu ribu rupiah) 

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, 

maka perbuatan terdakwa tersebut dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan 

Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2016 di Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan 

Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur telah memenuhi unsur tindak pidana yang 

ke-empat, yaitu unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau 

Perekonomian Negara”. 

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa  telah terbukti 

memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam 

dakwaan Kesatu Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah 

memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 

183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat 

hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi 

Pengadilan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa sebagai 

pelakunya, untuk itu terdakwa  haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana termuat 

dalam amar putusan ini; 

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan semua unsur pasal 

3 Undang-Undang NO 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1)  huruf (b). 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan dan telah sependapat dengan Jaksa Penuntut 

Umum  bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas perbuatannya  yang telah 

melakukan tindak  pidana tersebut. 

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di 

atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan 

adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus 

pidana bagi terdakwa  sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek 

Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa  

harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya. 

Menimbang, bahwa selain menentukan tentang pidana badan bagi orang 

yang melanggarnya, ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 
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tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga secara imperatif telah 

menentukan penjatuhan pidana pokok berupa denda terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, untuk itu 

kepada terdakwa  juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlahnya 

sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan; 

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum  

Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah 

dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi “sebagaimana 

yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3  jo pasal 18 ayat (1) Huruf b 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu Subsidair. 

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 

31 tahun 1999 selain dapat dijatuhi pidana badan dan pidana denda, terdakwa 

dapat pula dijatuhi pidana tambahan. Selanjutnya didalam ketentuan pasal 18 

ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 terhadap terdakwa dapat dipidana tambahan berupa pembayaran 

uang pengganti kerugian keuangan Negara yang jumlah sebanyak-banyaknya 

sama dengan harta benda yang diperoleh  terdakwa Hendri Susanto Bin Naim 

(alm) dari tindak pidana korupsi tersebut. 

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Korupsi menentukan secara tegas bahwa Pidana 

tambahan berupa membayar uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap 

terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh harta 

benda yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang senyatanya, 

sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keungan 

Negara oleh Inspektorat Daerah Kaur Nomor : 700/53.a/LPH/ID/KK/2019 

Tanggal 28 November 2019 terdapat indikasi kerugian Keuangan Negara 

sebesar Rp 162.071.000,. (seratus enam pulu dua juta tujuh puluh satu ribu 

rupiah). 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan atas 

dasar ketentuan pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka berdasarkan aliran dana dalam 

perkara ini yang menerima aliran dana tersebutlah yang harus 

bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. 
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Menimbang, bahwa dalam penggunaan Dana Desa  (DD) dan Alokasi 

Dana Desa tersebut terdapat kerugian keuangan negara sebagaimana 

berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kaur Nomor : 

700/53.a/LPH/ID/KK/2019 Tanggal 28 November 2019 terdapat indikasi 

kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 162.071.000,. (seratus enam pulu dua 

juta tujuh puluh satu ribu rupiah) 

Menimbang, bahwa atas kerugian keuangan negara tersebut 

berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa 

Hendri Susanto Bin Naim (alm) telah menerima aliran dana atas Dana Desa 

(DD) dan Alokasi Dana Desa yang telah merugikan keuangan negara tersebut, 

maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis 

Hakim sependapat dengan jaksa bahwa terdakwa Hendri Susnato Bin Naim 

(alm) harus dibebani Uang Pengganti Kerugian keuangan Negara sebesar Rp 

162.071.000,. (seratus enam pulu dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) yang 

akan dimuat dalam amar putusan ini 

Menimbang, bahwa atas kerugian negara tersebut Herlina Hayati  isteri 

terdakwa Hendri Susanto pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 telah 

menitipkan uang sebesar Rp 162.071.000,. (seratus enam pulu dua juta tujuh 

puluh satu ribu rupiah) pada Kejaksaan Negeri Kaur akan diperhitungkan 

sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dan dirampas untuk 

negara yang akan dimuat pada amar putusan. 

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas 

dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu,  tujuan yang ingin 

dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga 

Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan  tersebut dimasa yang akan datang, 

dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan  dalam masyarakat akan 

tercipta.  

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping 

bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, 

juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian 

maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, 

kebergunaan dan keadilan. 

Menimbang, bawa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa 

peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa“ dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
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Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. 

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat 

integratif,   putusan  Hakim  tidak  semata-mata  bertumpu  atau  bertitik  

tolak   dan   hanya  mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) 

semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka 

putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya 

diwujudkan oleh peradilan pidana. 

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan 

hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan 

dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu 

putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), 

keadilan hukum (Legal Justice) dan keadilan moral (Moral Justice), 

pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam 

rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu 

Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar  pertimbangan di  

atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat 

Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak 

dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan  oleh Terdakwa, yang  

kiranya dapat mencerminkan rasa  keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pengadilan pidana yang 

dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang diputuskan dalam 

musyawarah Majelis Hakim dan tertuang dalam amar putusan perkara ini 

dipandang sudah tepat dan adil; 

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa  

lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh  terdakwa sedangkan 

selama persidangan berlangsung pengadilan tidak menemukan adanya alasan 

untuk segera membebaskan terdakwa, maka akan diperintahkan agar  

terdakwa  tetap berada dalam tahanan.  

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap 

terdakwa telah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam 

masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan. 

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, 

berdasarkan pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

maka kedudukan barang bukti tersebut harus ditentukan yang akan dimuat  
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dalam amar putusan ini. 

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih 

mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 

197 ayat (1) huruf  i  jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP), kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk 

membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan 

ini ; 

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap 

terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang 

memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana 

dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf  f Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 

Hal-hal yang memberatkan  

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang 

giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme); 

- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat 

Terhadap Pemerintah. 

Hal-hal yang meringankan  

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan , kooperatif. 

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga 

- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 

kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 162.071.000,. (seratus enam pulu 

dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah). 

 Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 

31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal-pasal yang terdapat dalam 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-

pasal dari Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan; 

MENGADILI 

1. Menyatakan terdakwa HENDRI SUSANTO Bin NAIM (alm) tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana  

sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf  b 
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang Nomoor 20 Tahun  2001; 

2. Membebaskan terdakwa HENDRI SUSANTO Bin NAIM (alm) oleh 

karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut; 

3. Menyatakan terdakwa HENDRI SUSANTO Bin NAIM (ALM) dengan 

identitas sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan 

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana 

dalam Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf  b Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI SUSANTO Bin NAIM 

(Alm) oleh karena itu  dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 

dan 3 (tiga) bulan dan denda  sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) dan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka 

diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan; 

5. Menghukum terdakwa HENDRI SUSANTO Bin NAIM (Alm) membayar 

uang pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 162.071.000,. 

(seratus enam pulu dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah). 

6. Menyatakan Titipan uang sebesar Rp 162.071.000,. (seratus enam pulu 

dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah) oleh Herlina Hayati  isteri 

terdakwa HENDRI SUSANTO Bin NAIM (Alm) pada Kejaksaan Negeri 

Kaur diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan 

Negara dan dirampas untuk negara. 

7. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  

8. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; 

9. Menetapkan barang bukti berupa : 

1. 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) 

Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) 

Tahun Anggaran 2016 

2. 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 

2016 

3. 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan 

(APBDes-P) Desa Tanjung Kemuning II 
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4. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa 

(DD) Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) 

Tahap 1 (60%) Tahun anggaran 2016 

5. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dana Desa 

(DD) Alokasi Dana Desa (ADD) Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) 

Tahap 2 (40%) Tahun anggaran 2016 

6. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap I (60%) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

7. 1 (satu) Bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahap II (40%) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

8. 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester 

akhir tahun 

9. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 

10. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD) 

Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 Desa Tanjung Kemuning II 

Tahun Anggaran 2016 

11. 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 

12. 1 (satu) Bundel Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 

Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 Desa Tanjung Kemuning II 

Tahun Anggaran 2016 

13. 1 (satu) Bundel Revisi Dokumen Desain & RAB Desa Tanjung 

Kemuning II Tahun 2016 

14. 1 (satu) Bundel Berita acara serah terima penyelesaian hasil 

kegiatan 

15. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penutupan Kas Umum tertanggal 31 

Desember 2016  

16. 1 (satu) Bundel Berita Acara Penutupan Kas Umum tertanggal 24 

Oktober 2016 

17. 1 (satu) Bundel Revisi Dokumen Desain dan RAB Desa Tanjung 

Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun 

2016  

18. 1 (satu) Bundel RAB Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) 

Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Tahun Anggaran 2016 

19. 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaran Pemerintah Desa (LPPD) 

Desa Tanjung Kemuning II Tahun Anggaran 2016 
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20. 1 (satu) Bundel Usulan Pencairan Tahap 1 (60%) Alokasi Dana Desa 

(ADD) dan Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) Dana Desa (DD) 

Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kabupaten Kaur  

nomor  01 sampai dengan nomor 20  dikembalikan ke Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kaur. 

10. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp5.000,- (lima ribu rupiah). 

 

 Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh kami MAROLOP 

SIMAMORA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, AGUSALIM , S.H., M.H. 

dan HENNY ANGGRAINI, S.H., M.H. Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi 

selaku Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan pada hari Selasa 

tanggal 14 April 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim 

Ketua tersebut dengan didampngi para Hakim Anggota dibantu oleh DODI 

ARDIYANTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan 

dihadiri oleh ALMAN NOVERI, S.H., M.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan 

Negeri Kaur, Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.  

 

Hakim Anggota,                    Hakim Ketua,    

                                                                                

       

AGUSALIM, S.H., M.H.               MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H. 

 

      

HENNY ANGGRAINI, S.H., M.H. . 

     

    Panitera Pengganti, 

 

     

                              DODI ARDIYANTO, S.H. 
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